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mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga yakni mencapai Rp 6,181,119
dari Rp 3,181,117. Kondisi ini menggambarkan bahwa alokasi belanja untuk setiap
penduduk yang mengalami penurunan mulai meningkat. Kabupaten Raja Ampat yang
mengalami penurunan dari Rp 2,976,610 menjadi Rp 2,550,272 (Gambar 5.56).
Besar belanja per kapita di masing-masing Kabupaten Kota diharapkan berimplikasi
terhadap perbaikan pelayanan publik maupun aktivitas ekonomi yang mengarah
kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota.

Gambar 5.56 Belanja Perkapita, 2014 - 2018
Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 — 2018 (Data diolah)
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Alokasi belanja rill berdasarkan klasifikasi ekonomi didominasi oleh belanja pegawai
untuk Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat yakni sebesar 35.92 dan 37.29
persen. Untuk Kabupaten Sorong porsi belanja Modal yang mendominasi yakni
sebesar 38.28 persen. Namun diikuti oleh belanja Pegawai yakni sebesar 35.36
persen (Gambar 5.57).

Gambar 5.57 Komposisi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi, 2014 —2018
Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 — 2018 (Data diolah)
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5.8.3. Belanja Sektoral di Kabupaten

Proporsi belanja sektoral untuk urusan wajib didominasi oleh sektor pendidikan dan
pekerjaan umum. Dimana untuk Kota Sorong didominasi oleh sektor pendidikan
yakni sebesar 28 persen, Kabupaten Sorong didominasi oleh sektor pekerjaan umum
sebesar 28.25 dan 50.99 persen (Gambar 5.58). Sedangkan untuk urusan pilihan
Kota Sorong didominasi oleh sektor industri sebesar 24.33 persen diikuti dengan
sektor pertanian (21.26 persen) dan sektor perdagangan (21.18 persen). Kabupaten
Sorong didominasi oleh sektor pertanian sebesar 51.69 persen. Untuk Kabupaten
Raja Ampat didominasi oleh sektor parawisata (39.48 persen) dan sektor kelautan
dan perikanan (37.96) (Gambar 5.59).
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Gambar 5.58 Proporsi Belanja Sektoral Urusan Wajib
Terhadap Total Belanja, 2014 - 2018
Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 — 2018 (Data diolah)
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Gambar 5.59 Proporsi Belanja Sektoral Urusan Wajib
Terhadap Total Belanja, 2014 —2018
Sumber: APBD Kota Sorong, Kab. Sorong & Kab. Raja Ampat, 2014 — 2018 (Data diolah)
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5.8.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Belanja daerah di masing-masing Kabupaten Kota cenderung berfluktuasi. Kota
Sorong mengalami penurunan di tahun 2017, kemudian meningkat di tahun berikut
sebsar Rp 962 Milliar dari Rp 723 Milliar. Belanja daerah Kabupaten Sorong
mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, dari 2016 hingga 2018 dengan
rata-rata belanja rill sebesar Rp966 Milliar. Selanjutnya Belanja Daerah Kabupaten
Raja Ampat mengalami penurunan pada tahun 2018 dengan rata-rata belanja rill
sebesar Rp 672 Milliar.

Berdasarkan klasifikasi ekonomi, proporsi belanja Kota Sorong terbesar dialokasikan
untuk belanja modal, sementara alokasi berdasarkan sektor terebesar adalah sektor
pendidikan. Sektor yang berpotensi sebagai leading sektor seperti sektor perdagangan,
sektor pertanian kurang memperoleh dukungan pembiayaan. Kabupaten Sorong,
berdasarkan klasifikasi ekonomi, proporsi belanja terbesar dialokasikan untuk belanja
modal, sementara alokasi berdasarkan sektor terbesar adalah sektor pekerjaan umum.
Sektor yang berpotensi sebagai leading sektor seperti sektor kehutanan dan industri
kurang memperoleh dukungan pembiayaan. Kabupaten Raja Ampat, proporsi belanja
terbesar dialokasikan untuk belanja modal, sementara alokasi berdasarkan sektor
terbesar adalah sektor pekerjaan umum. Sektor yang berpotensi sebagai leading
sektor seperti sektor parawisata, kelautan dan perikanan dan perdagangan kurang
memperoleh dukungan pembiayaan.

Untuk mendorong perekonomian di Kota Sorong, Kabuapten Sorong dan Kabupaten
Raja Ampat direkomendasikan beberapa kegiatan berupa: (i) dukungan kebijakan
pembiayaan untuk leading sektor atau sektor prioritas, (ii) penghematan belanja
barang dan jasa, (iii) pengalokasian belanja untuk sektor-sektor yang menjadi prioritas
perlu disinkronkan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah sehingga visi
dan misi pembangunan senantiasa mendapat dukungan pembiayaan yang memadai.
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06
ANALISIS SEKTOR

Provinsi Papua Barat telah memasuki pembangunan lima tahun ketiga, yaitu periode
tahun 2017-2022. Target dan sasaran misi pembangunan pada masa ini ditekankan
pada upaya mencapai kemandirian wilayah. Salah satu upaya mencapai kemandirian
tersebut melalui akses, layanan, dan kualitas pendidikan.

Ada lima strategi penting dalam rangka mewujudkan kemandirian wilayah melalui
akses, layanan, dan kualitas pendidikan. Pertama, meningkatkan terwujudnya
sinkronisasi kebijakan pendidikan melalui peran koordinasi, pembinaan dan
pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua Barat. Kedua, peningkatan cakupan
dan kuaitas penyelenggaraan pendidikan menengah. Ketiga, peningkatan kualitas
tenaga pendidik pada semua jenjang pendidikan. Keempat, peningkatan kualitas
substansi dan metode pembelajaran pada semua jenjang pendidikan. Dan Kelima,
meningkatkan cakupan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan non formal. (RPJMD
Provinsi Papua Barat Tahun 2017-2022).



KAJIAN BIDANG EKONOMI: @
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

Pembahasan pada Bab 6 ini difokuskan pada capaian pembangunan pada sektor-
sektor strategis di Provinsi Papua Barat, yakni sektor pendidikan, sektor kesehatan,
sektor pekerjaan umum dan sektor-sektor ekonomi unggulan.

6.1. SEKTOR PENDIDIKAN

Beberapa indikator pendidikan digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan
pendidikan di Provinsi Papua Barat seperti diantaranya: kemampuan baca dan tulis
(angka melek huruf), angka partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat
pendidikan yang ditamatkan.

Pencapaian pendidikan harus didasarkan pada kemampuan baca dan tulis setiap
warga atau yang dikenal pula sebagai indikator angka melek huruf. Penduduk
berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Papua Barat yang dapat baca dan tulis cukup
menggembirakan. Sebanyak 97,37 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas telah
memiliki kemampuan baca tulis ini, sementara hanya sebesar 2,63 persen yang
tergolong buta aksara, dimana buta aksara tertinggi terjadi di Kabupaten Pegunungan
Arfak yang mencapai 20,73 persen (Gambar 6.1).
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Gambar 6.1. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan
Kemampuan Baca dan Tulis, 2018

Sedangkan untuk tiga kabupaten yang menjadi fokus penelitian dalam publikasi ini,
yakni Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, terlihat hanya
Kabupaten Sorong yang indikator kemampuan baca tulis masyarakatnya paling
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rendah diantara ketiganya, yakni hanya sebesar 96,89 persen, sementara indikator
kemampuan baca tulis masyarakat Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat berada
pada capaian angka 98,83 persen dan 98,75 persen.

Status Sekolah

Kemudian dari sisi indikator status sekolah, terlihat bahwa persentase penduduk
usia 7-24 tahun yang masih bersekolah di Provinsi Papua Barat pada tahun 2018
sebanyak 74,99 persen. Kabupaten Fakfak memiliki persentase tertinggi untuk
kategori masih bersekolah dengan persentase sebesar 99,25 persen, dan yang
terendah berada di Kabupaten Manokwari Selatan yakni dengan persentase sebesar
93,62 persen. Sementara untuk tiga kabupaten penelitian, terlihat bahwa Kabupaten
Sorong memiliki persentase tertinggi untuk kategori masih bersekolah, yakni dengan
persentase sebesar 79,25 persen, disusul oleh untuk Kota Sorong dengan persentase
sebesar 77,26 persen dan Kabupaten Raja Ampat dengan persentase sebesar 69,04
persen (Gambar 6.2).
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Gambar 6.2. Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/
Kota dan Status Sekolah, 2018
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengukur persentase penduduk usia sekolah yang
masih bersekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk kelompok
umur yang sesuai. Pada perhitungan APS, pendidikan nonformal seperti paket A, B,
dan C juga diperhitungkan. Indikator ini mencerminkan pemerataan akses pendidikan
dasar.
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Gambar 6.3. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Perkotaan dan Pedesaan di
Papua Barat, 2018
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi
Papua Barat

Berdasarkan gambar 6.3, terlihat bahwa pada tahun 2018 sebanyak 97,31 persen
penduduk usia 7 — 12 tahun berstatus masih sekolah terhadap penduduk usia 7-12
tahun secara total. Sementara itu, tren yang terus menurun ditunjukkan pada APS
kelompok usia 13-15 dan 16-18 tahun. Pada kelompok usia 13-15 tahun, sebanyak
97,08 persen masih bersekolah, dan di kelompok usia 16-18 sebanyak 80,81 persen
yang masih bersekolah. Jika dilihat sepintas, maka dapat dikatakan APS di perkotaan
jauh lebih baik dibanding wilayah perdesaan yang ditunjukkan dengan nilai yang
cukup berbeda di antara keduanya terkhusus di kelompok usia 16-18 tahun.
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Gambar 6.4. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Papua Barat, 2018
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat



@ KAJIAN BIDANG EKONOMI:
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) mengukur persentase penduduk usia sekolah yang
masih bersekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk kelompok
umur yang sesuai. Pada perhitungan APS, pendidikan nonformal seperti paket A, B,
dan C juga diperhitungkan. Indikator ini mencerminkan pemerataan akses pendidikan
dasar.
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Gambar 6.5. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Perkotaan dan Pedesaan

di Papua Barat, 2018
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS Provinsi Papua Barat

Berdasarkan gambar 6.3, terlihat bahwa pada tahun 2018 sebanyak 97,31 persen
penduduk usia 7 — 12 tahun berstatus masih sekolah terhadap penduduk usia 7-12
tahun secara total. Sementara itu, tren yang terus menurun ditunjukkan pada APS
kelompok usia 13-15 dan 16-18 tahun. Pada kelompok usia 13-15 tahun, sebanyak
97,08 persen masih bersekolah, dan di kelompok usia 16-18 sebanyak 80,81 persen
yang masih bersekolah. Jika dilihat sepintas, maka dapat dikatakan APS di perkotaan
jauh lebih baik dibanding wilayah perdesaan yang ditunjukkan dengan nilai yang
cukup berbeda di antara keduanya terkhusus di kelompok usia 16-18 tahun.
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Gambar 6.6. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin di Papua Barat, 2018
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat
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Penduduk laki-laki yang masih bersekolah pada kelompok umur 7-12 tahun
menunjukkan porsi yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, sementara penduduk
perempuan yang masih bersekolah pada kelompok umur 13-15 tahun dan 16-18
tahun justru menunjukkan porsi yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki (Gambar 6.6).

Tabel 6.1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat,
2017-2018 (Persen)

2017 2018
Kabupaten/ Kota

(1) (2) (3) (4) () (6) (7)

Fakfak 99.00 98.57 86.66 98.86 n.a 90.73
Kaimana 98.68 98.49 70.51 98.26 99.02 75.96
Teluk Wondama 96.32 96.25 75.84 97.10 97.16 71.70
Teluk Bintuni 94.85 95.87 73.47 94.29 95.79 71.14
Manokwari 95.41 96.05 87.32 95.03 97.24 85.43
Sorong Selatan 99.11 98.24 85.06 99.25 98.03 80.19
Sorong 99.02 98.07 80.02 99.12 97.15 89.07
Raja Ampat 94.67 93.81 73.71 95.26 95.00 64.07
Tambrauw 95.99 95.89 78.67 95.27 95.98 82.63
Maybrat NA NA 79.20 n.a n.a 81.96

Manokwari Selatan ~ 94.19 93.55 74.54 93.62 94.38 64.62
Pegunungan Arfak ~ 95.08 92.36 79.62 95.61 92.00 77.75
Kota Sorong 98.17 97.05 80.51 98.82 96.55 80.45

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

Perbedaan APS penduduk usia 7-12 tahun antar kabupaten/kota di Provinsi
Papua Barat tidak berbeda nyata, baik pada tahun 2017 maupun tahun 2018.
Demikian pula halnya dengan ketiga kabupaten penelitian, dimana Kabupaten
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Sorong menunjukkan capaian angka partisipasi sekolah yang lebih tinggi pada semua
kelompok usia dibandingkan dengan Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Hal
ini disebabkan karena jumlah sekolah dasar telah tersebar hampir merata di semua
desa yang ada di kabupaten/kota sebagai buah dari Program Wajib Belajar 6 Tahun
yang dicanangkan sejak tahun 1984. Jumlah desa di Provinsi Papua Barat yang telah
dilengkapi sekolah dasar hingga tahun 2018 sebanyak 932 desa dari 1.987 desa
(BPS, Pendataan Potensi Desa 2018) (Tabel 6.1).

Tabel 6.2. Banyak Desa/Kelurahan yang Memiliki Sekolah Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua Barat, 2018 (Unit)

faupatenora | K| 50| swp | swa | w |77 |sio |pp
(v e o o o (o |0 e (o]

(6) (€]
Fakfak 30 106 21 7 3 4 0 2
Kaimana 10 76 13 2 3 0 0 1
Teluk Wondama 19 51 16 3 2 0 0 0
Teluk Bintuni 61 84 36 18 1 1 3 3
Manokwari 33 79 32 11 5 10 0 5
Sorong Selatan 30 79 18 4 3 2 1 0
Sorong 36 110 42 20 7 2 0 5
Raja Ampat 22 99 36 16 5 1 0 1
Tambrauw 7 62 18 7 3 0 0 0
Maybrat 12 62 14 4 1 0 0 0
gﬂjgt‘;:wa” 14 38 13 6 1 5 0 0
Pegunungan Arfak 4 48 16 8 2 0 0 0
Kota Sorong 29 38 22 18 8 11 2 2
Papua Barat | 307 | 932 |297 | 124 |44 |36 |6 |19

Sumber: Potensi Desa 2018, BPS Provinsi Papua BaratKeterangan
SLB : Sekolah Luar Biasa, PP : Pondok Pesantren

Perbedaan APS tampak nyata pada penduduk usia 16—18 tahun. Kelompok usia
16-18 tahun Kabupaten Fakfak memiliki nilai APS tertinggi sebesar 90,73 persen,
sementara yang terendah berada di Kabupaten Raja Ampat sebesar 64,07 persen.
Perbedaan APS pada kelompok usia ini sangat dipengaruhi oleh jumlah SMA/SMK.
Mengacu pada hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018, jumlah desa di Provinsi
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Papua Barat mempunyai SMA sebanyak 124 desa dan SMK sebanyak 44 desa (Tabel
6.2). Fasilitas pendidikan SMA/SMK tersebut banyak terpusat di Kabupaten Sorong,
Kota Sorong dan Raja Ampat yang menjadi fokus penelitian dalam publikasi ini.

Dengan adanya informasi ini, maka perlu dilakukan upaya yang konkret dan langsung
menyisir desa-desa pedalaman yang kekurangan fasilitas pendidikan. Tentu upaya
ini harus juga dicermati lebih dalam terkait lokasi pembangunan fasilitas pendidikan
yang harus mudah diakses dan tepat lokasi dan sasaran.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Berbeda dengan APS, angka partisipasi murni (APM) mengukur partisipasi sekolah
dari penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya. Sebagai contoh,
APM SD mengukur partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun yang masih
bersekolah SD/sederajat, APM SMP mengukur partisipasi sekolah penduduk usia
13—15 tahun yang masih bersekolah SMP/sederajat, dan seterusnya (Gambar 6.7).
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Gambar 6.7. Angka Partisipasi Murni Menurut Perkotaan dan Pedesaan di
Papua Barat, 2018
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

SMP

Dikaitkan dengan target Pendidikan untuk semua-PUS (Education for All-EFA) di mana
pada tahun 2015, semua anak mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan
yang bermutu. Target nasional PUS adalah 100 persen APM pada pendidikan dasar
dan menengah. Untuk capaian APM SD, Provinsi Papua Barat hampir mencapai
target nasional PUS karena telah berada di 93,66 persen pada tahun 2018. Hal
berbeda ditunjukkan pada pencapaian APM di tingkat SMP, SMA, dan perguruan
tinggi yang masih jauh dari harapan. APM tingkat SMP Papua Barat tahun 2018
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hanya 69,11 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa penduduk usia 13-15
tahun yang masih bersekolah SMP di Papua Barat pada tahun 2018 masih cukup
rendah. Hal yang tidak berbeda ditunjukkan pula pada APM SMA yang menunjukkan
nilai capaian sebesar 63,11 persen (Gambar 6.6).
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Gambar 6.8. Angka Partisipasi Murni Menurut Jenis Kelamin di Papua Barat, 2018
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

Menurut jenis kelamin, APM SD menunjukkan perbedaan yang tidak tampak nyata.
Perbedaan cukup nyata justru ditunjukkan pada jenjang SMP dan SMA. Pada jenjang
SMP, APM laki-laki di Provinsi Papua Barat pada tahun 2018 sebesar 69,57 persen,
sementara perempuan hanya 68,62 persen. Pada jenjang selanjutnya, APM SMA laki-
laki berada di 65,69 persen, sementara perempuan hanya 60,05 persen (Gambar
6.8). Dari fenomena ini, dapat dilihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan,
seorang laki-laki jauh lebih banyak sekolah tepat waktu dibanding perempuan.

Pencapaian APM level kabupaten/kota pun menunjukkan perbedaan yang cukup
nyata antar wilayah. Di tingkat SMP, APM tertinggi tahun 2018 diraih oleh Kabupaten
Maybrat yang mencapai 83,11 persen, sementara yang terendah berada di Kabupaten
Tambrauw yang hanya mencapai 51,43 persen. Pada tingkat yang lebih tinggi, SMA
misalnya, APM tertinggi juga ditempati oleh Kabupaten Maybrat yang mencapai
73,39 persen, sementara yang terendah berada di Kabupaten Teluk Wondama yang
hanya mencapai 39,74 persen. Secara rata-rata, dapat dikatakan bahwa Kabupaten
Maybrat merupakan kabupaten yang pencapaian APM-nya terbaik dibanding
kabupaten/kota lainnya.

Sedangkan untuk ketiga kabupaten yang menjadi fokus penelitian dalam publikasi ini,
terlihat bahwa Kabupaten Sorong memiliki pencapaian APM tertinggi di tingkat SD
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dan SMP jika dibandingkan dengan Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong, yakni
dengan capaian APM SD sebesar 96,98 persen dan APM SMP sebesar 73,40 persen,
sedangkan pencapaian APM tertinggi di tingkat SMA justru berada di Kota Sorong
yakni dengan capaian APM SMA sebesar 70,63 persen, sementara Kabupaten Sorong
dan Kabupaten Raja Ampat, capaian APM SMA-nya hanya sebesar 65,58 persen dan
45,33 persen (Tabel 6.3).

Tabel 6.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua
Barat, Tahun 2017-2018 (Persen)

Kabupaten/ Kota 2017 2018
so |swp |swA [sD [smP |sma

(1) @ & | |e; e |0
Fakfak 97.70 7599 70.15 97.34 7371 66.93
Kaimana 93.65 5851 56.44 96.43 56.84 52.20
Teluk Wondama 93.48 66.14 39.74 90.82 6530 38.97
Teluk Bintuni 91.47 6444 56.16 9259 6555 56.12
Manokwari 93.98 73.55 6852 9249 7478 69.32
Sorong Selatan 93.66 52.71 50.83 9291 57.56 55.72
Sorong 9420 71.84 67.56 96.98 73.40 65.58
Raja Ampat 92.65 51.52 44.86 9279 51.08 4533
Tambrauw 9599 57.44 4520 9527 57.49 47.13
Maybrat 96.64 83.86 7339 97.73 8839 69.10
Manokwari Selatan 8529 72.69 43.03 87.40 7504 47.02
Pegunungan Arfak 95.08 53.70 51.87 95.61 51.68 47.92
Kota Sorong 92.03 7279 6887 9195 7168 70.63

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator output lain
dalam penyelenggaraan pendidikan. Gambar 6.7 memberikan gambaran tentang
pencapaian pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas di Provinsi Papua Barat
menurut kabupaten/kota dan ijazah/STTB yang dimiliki pada tahun 2018.
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Data tersebut mengindikasikan sebesar 14,40 persen penduduk berumur 15 tahun
ke atas tidak memiliki ijazah SD tahun 2018. Hal ini mencerminkan, kualitas SDM
dari aspek pendidikan di Papua Barat masih tergolong rendah. Hanya 14,94 Persen
penduduk 15 tahun ke atas yang lulus dari perguruan tinggi. Kabupaten dengan
proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah adalah Kabupaten
Pegunungan Arfak yang hampir mencapai 40 persen. Hal ini memberikan informasi
bahwa banyaknya penduduk yang tidak bersekolah di wilayah tersebut.

M Tidak Punya ljazah sD W SMP SMA/SMK HPT
Pegunungan Arfak 19.02 _ 17.20 QTR
Sorong Selatan 25.77 m 19.45 QEell]
Raja Ampat 257 | azs0 2453
Manokwari Selatan 18.21 m 3114 pSUWL]
Sorong 23.37 m 26.28 m
Maybrat 1902 | 1735 Pl 2468
Tambrauw w1 | aeer 212
Manokwari 1589 | 2064 32.46
Teluk Wondama 26.77 — 31.76 i
PAPUA BARAT [JEEE 1923 | 2043 3130 JEEED
Teluk Bintuni 2408 | 2011 29.03
R 1108 2143 [ 2214 2717 [EED
Kaimana 2557 1682 2964 [EEXTY
Kota Sorong 14.15 - 40.99

Gambar 6.9. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/
Kota dan ljazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2018
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

Sedangkan untuk ketiga kabupaten yang menjadi fokus penelitian dalam publikasi
ini, terlihat bahwa Kabupaten Raja Ampat memiliki proporsi penduduk usia 15 tahun
ke atas yang tidak memiliki ijazah yang paling terbesar di antara ketiganya yakni
mencapai lebih dari 20 persen. Hal ini memberikan informasi bahwa penduduk yang
tidak bersekolah di Kabupaten Raja Ampat jauh lebih banyak dibandingkan dengan
Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Dari gambar 6.9 juga terlihat bahwa Kabupaten
Raja Ampat memiliki proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah
SD terbesar diantara ketiganya, yakni sebesar 23,57 persen, Kabupaten Sorong
memiliki proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMP terbesar
diantara ketiganya, yakni sebesar 22,89 persen, dan Kota Sorong memiliki proporsi
penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA dan perguruan tinggi
terbesar diantara ketiganya, yakni masing-masing sebesar 40,99 persen dan 14,86
persen.
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6.2. SEKTOR KESEHATAN

Mulai 1 Januari 2014, Pemerintah Indonesia mulai memberlakukan Program
Jaminan Kesehatan Nasional sebagai amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang
SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS
(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Sebelumya, dalam UU No. 36 Tahun 2009
ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses
atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang
aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban
turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Secara operasional, pelaksanaan
JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan
Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan luran (PBI); Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan; dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).

Sebelum program jaminan kesehatan nasional bergulir, Pemerintah RI telah
menjalankan program jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. Jamkesmas
adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin
dan hampir miskin. Tujuan Jamkesmas adalah meningkatkan akses terhadap
masyarakat miskin dan hampir miskin agar dapat memperoleh pelayanan kesehatan.
Dengan demikian, sebelum tahun 2014, pemerintah memberikan jaminan kesehatan
terbatas pada penduduk miskin atau hampir miskin.

Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Papua Barat dalam 6 tahun terakhir terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, UHH Papua Barat berada pada level
65,05 tahun, sementara di 2018 telah meningkat menjadi 65,55 tahun (Gambar
6.10). Peningkatan ini meski tidak signifikan, tapi patut untuk diapresiasi. UHH
Papua Barat bermakna rata-rata usia seorang bayi yang lahir dapat hidup hingga
mencapai 65 hingga 66 tahun dalam situasi mortalitas yang berlaku di ingkungan
masyarakatnya kini. UHH menjadi alat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan
derajat kesehatan khususnya.
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Gambar 6.10. Umur Harapan Hidup Provinsi Papua Barat, 2013-2018
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2018, BPS
Provinsi Papua Barat
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Gambar 6.11. Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua Barat, 2018
Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2018, BPS
Provinsi Papua Barat
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UHH antar kabupaten/kota menunjukkan perbedaan harapan hidup yang cukup
signifikan. Kota Sorong menjadi wilayah dengan UHH tertinggi yang mencapai 70
tahun, sementara yang terendah berada di Kabupaten Teluk Wondama dengan
capaian UHH sebesar 59,53 tahun. Sementara Kabupaten Sorong dan Kabupaten
Raja Ampat, keduanya harus puas di capaian UHH 65,71 tahun dan 64,42 tahun
(Gambar 6.11). Kesenjangan antara Kota Sorong dengan Kabupaten Sorong dan
Kabupaten Raja Ampat atau ekstrimnya dengan Kabupaten Teluk Wondama cukup
memprihatinkan, mengingat gap yang terjadi pada capaian nilai UHH ini terpaut lebih
dari 10 tahun. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi kabupaten-
kabupaten yang masih memiliki UHH yang rendah untuk dapat meningkatkan kualitas
kesehatan di daerahnya. Penambahan fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas
tenaga medis menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan.

Sejak tahun 2014, penghitungan UHH mengalami pembaharuan dari metode
sebelumnya. Perubahan metode penghitungan UHH terkait dengan perubahan
metode proyeksi penduduk yang semula menggunakan metode estimasi (geometrik)
berubah menjadi metode component-cohort. Selain itu, adanya asumsi Total Fertility
Rate (TFR) nasional sebesar 2,1 di tahun 2025 turut mempengaruhi penghitungan
umur harapan hidup baik di tingkat nasional, provinsi maupun tingkat kabupaten/
kota. Dengan adanya perubahan ini, maka penghitungan UHH tahun sebelumnya
juga dilakukan perbaikan.

Morbiditas

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat adalah
angka kesakitan atau morbiditas. Angka ini menunjukkan persentase penduduk yang
mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan gangguan terhadap aktivitas
sehari-hari seperti bekerja, sekolah atau mengerjakan pekerjaan rumah.
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Gambar 6.12. Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2018
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk
karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-
hari. Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang banyak dialami oleh penduduk
adalah panas, sakit kepala, batuk, pilek, diare, asma/sesak nafas, sakit gigi. Orang
yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun
pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.

Persentase penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir di Papua Barat
tahun 2018 mencapai 12,30 persen, artinya dari seluruh jumlah penduduk yang
ada, terdapat 1 dari 8 orang penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Semakin
tingginya angka ini menunjukkan buruknya tingkat kesehatan masyarakat tersebut.
Tahun 2018 di Papua Barat, Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi kabupaten
dengan keluhan kesehatan yang tertinggi mencapai 16,79 persen, sementara yang
terendah di Kabupaten Tambrauw yang hanya 3,84 persen. Sementara untuk ketiga
kabupaten penelitian, terlihat bahwa Kota Sorong menjadi menjadi kabupaten dengan
keluhan kesehatan yang tertinggi yakni mencapai 14,12 persen, sedangkan yang
terendah diantara ketiganya adalah Kabupaten Sorong yang persentase keluhan
kesehatannya hanya sebesar 7,93 persen (Gambar 6.12). Jika diperhatikan lebih
dalam, wilayah yang memiliki penduduk yang mengalami keluhan kesehatan yang
lebih tinggi lebih disebabkan oleh faktor akses transportasi ke fasilitas kesehatan.
Hal ini dapat mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat di lingkungan
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tersebut cukup rendah dan perlunya upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan
yang mudah, murah, dan merata untuk semua penduduk.

Penurunan angka kesakitan dan peningkatan angka umur harapan hidup tidak terlepas
dari upaya pencegahan (preventif) dan kuratif (pengobatan) baik yang dilakukan oleh
masing-masing individu maupun diinisiasi oleh pemerintah. Beberapa upaya preventif
tersebut antara lain: peningkatan peran tenaga kesehatan dalam proses persalinan,
peningkatan peran ibu dalam pemberian ASI eksklusif, dan pemberian imunisasi.

MW Tenaga Kesehatan M Bukan Tenaga Kesehatan H Tidak Ada
Kota Sorong 95.7
Teluk Bintuni |JEEES sy 136
Sorong EE Ukl 0.00

Manokwar
Kaimana

PAPUA BARAT
Teluk Wondama
Fakfak

Manckwari Selatan
Tambrauw
Maybrat

Sorong Selatan

Pegunungan Arfak

Gambar 6.13. Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut
Penolong Persalinan Kelahiran Terakhir di Papua Barat, 2018
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

Peningkatan peran tenaga kesehatan dalam proses persalinan bertujuan untuk
mengurangi kasus kematian bayi. Dengan menurunkan jumlah kasus kematian bayi,
diharapkan nantinya dapat meningkatkan lama harapan hidup. Penolong persalinan
kelahiran terakhir di Papua Barat tahun 2018 oleh tenaga kesehatan berada di capaian
sebesar 82,62 persen, hal ini berarti bahwa 4 dari 5 persalinan terakhir dibantu
oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud di sini mencakup dokter
kandungan, dokter umum, bidan, dan perawat. Sementara bukan tenaga kesehatan
seperti dukun beranak/paraji, famili, dan lain.

Kota Sorong memiliki persentase tertinggi yang persalinan terakhirnya ditolong oleh
tenaga kesehatan mencapai 95,71 persen. Atau dengan kata lain, 9 dari 10 kelahiran
terakhir di Kota Sorong ditolong oleh tenaga kesehatan.



@ KAJIAN BIDANG EKONOMI:
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

Di sisi lain, Kabupaten Pegunungan Arfak menjadi satu-satunya kabupaten di Papua
Barat yang penolong persalinan terakhirnya di bawah 40 persen atau hanya sebesar
38,44 persen, dan Kabupaten Raja Ampat menjadi satu-satunya kabupaten di Papua
Barat yang penolong persalinan terakhirnya di bawah 60 persen atau hanya sebesar
55,562 persen (Gambar 6.13). Tingginya angka persalinan tanpa ditolong tenaga
kesehatan di Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Raja Ampat, utamanya
dikarenakan setidaknya oleh dua hal yaitu: pertama, masih kurangnya fasilitas
kesehatan yang memadai dan menjangkau seluruh desa; kedua, masih adanya
budaya melahirkan masyarakat yang masih konvensional, baik dilakukan sendiri
maupun dibantu oleh anggota keluarga saja. Persalinan pun biasanya dilakukan di
luar rumah atau di hutan, sehingga memungkinkan risiko yang lebih besar untuk
melahirkan anak lahir mati.

Imunisasi & ASI
Imunisasi adalah pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu.
Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi dan
mencegah dari penyakit agar anak sehat.
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Fakfak - 93.14 Sorong Selatan _ 8651 sorong Selatan [ o: =3
wotasorone ([ o153 raitak [ cs3: xotasorone ([ o103
mayeret [ o052 sorone. [ =5 = Teluk Bintuni - 90.44
kaimena [ o0s¢ raimara [ - o: raidok [ oo
Raja Ampat _ 88.63 Teluk Bintuni — 82.68 raimanz [N 27
Sorong - 87.74 rapampat [ 7722 sorore [ 225
Teluk Bintuni - 86.80 Maybrat _ 75.49 rapamoat [ =¢::
PAPUA BARAT - 82.42 paruacarst [ s PAPUA BARAT - £0.89
Teluk Wondama - 79.05 telkwondama [ 7234 Telukwondama [ =024
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Gambar 6.14. Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis
Imunisasi dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2017
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa imunisasi yang wajib diberikan kepada
bayi berumur satu tahun adalah BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B. Waktu
pemberiannya sudah ditetapkan secara bertahap. Imunisasi BCG diberikan satu kali
pada anak usia 0-2 bulan. Demikian juga untuk imunisasi Polio dan Hepatitis B untuk
pertama kali. Imunisasi DPT dan Polio diberikan secara bersamaan dan berulang
pada usia 2, 3, atau 4 bulan dan pengulangannya 4 bulan kemudian sebanyak 3 kali.
Imunisasi campak diberikan sebanyak 2 kali. Pertama, pada saat anak berumur 9
bulan atau lebih, dan kedua diberikan pada usia 5-7 tahun. Pada kejadian luar biasa
dapat diberikan pada usia 6 bulan dan diulangi 6 bulan kemudian.

Gambar 6.14 menunjukkan cakupan layanan imunisasi pada anak balita menurut
jenis imunisasi di tahun 2017 dikarenakan data tahun 2018 belum tersedia. Jika
dilihat dari cakupan imunisasi lengkap, hanya sebanyak 39,49 persen baduta
yang memperoleh imunisasi lengkap. Hal ini memprihatinkan mengingat kegunaan
imunisasi bagi bayi sangat besar untuk menjaga kesehatannya. Imunisasi lengkap
tertinggi berada di Kabupaten Fakfak dengan capaian sebesar 59,57 persen,
sementara yang terendah berada di Kabupaten Pegunungan Arfak yang hanya
mencakup 0,94 persen. Sedangkan untuk tiga kabupaten penelitian, terlihat bahwa
cakupan imunisasi tertinggi berada di Kabupaten Sorong dengan capaian sebesar
57,40 persen, sementara yang terendah berada di Kabupaten Raja Ampat yang hanya
sebesar 30,79 persen.
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Hal yang tidak berbeda ditunjukkan untuk pemberian imunisasi menurut jenis
imunisasi. Kabupaten Pegunungan Arfak selalu menempati posisi yang terbelakang
misalnya saja BCG hanya 11,80 persen, DPT hanya 7,65 persen, polio hanya 22,00
persen, campak/morbili hanya 4,51 persen, dan hepatitis B hanya 1,75 persen.
Sedangkan untuk tiga kabupaten penelitian, terlihat bahwa Kabupaten Raja Ampat
selalu menempati posisi cakupan imuniasasi yang terendah di antara ketiganya,
kecuali untuk imunisasi BCG dimana Kabupaten Raja Ampat sedikit lebih tinggi
cakupannya dibanding Kabupaten Sorong.

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun daerah agar dapat
meningkatkan target imunisasi di Kabupaten Pegunungan Arfak, ataupun Kabupaten
Raja Ampat, mengingat kondisi geografis Kabupaten Pegunungan Arfak yang berupa
wilayah pegunungan dan kondisi geografis Kabupaten Raja Ampat yang berupa
wilayah kepulauan yang terdiri atas banyak pulau yang terpencar-pencar. Lebih lanjut
terkait peningkatan kekhawatiran ibu yang memiliki bayi untuk memberikan imunisasi
pada anaknya akibat pemberitaan negatif tentang dampak negatif pemberian imunisasi
pada anak sebagai akibat beredarnya vaksin imunisasi palsu.

Selain imunisasi, upaya meningkatkan ketahanan tubuh bayi adalah dengan
pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI pada anak balita merupakan pola asuh
yang sangat dianjurkan. Bila kondisi kesehatan ibu setelah melahirkan baik, menyusui
merupakan cara memberi makan yang paling ideal untuk 4-6 bulan pertama sejak
dilahirkan tanpa memberikan makanan tambahan, karena ASI| dapat memenuhi
kebutuhan gizi bayi.

Gambar 6.15 menunjukkan pemberian ASI kepada anak kurang dari 2 tahun di
Provinsi Papua Barat pada tahun 2017 dikarenakan data tahun 2018 belum tersedia.
Secara umum, rata-rata pemberian ASI di Papua Barat yang kurang dari 12 bulan
sebesar 57,92 persen. Sementara itu, pemberian ASI yang dilakukan hingga anak
berusia 20-23 bulan hanya sebesar 4,75 persen. Uniknya diantara kabupaten/kota di
Provinsi Papua Barat, ternyata Kabupaten Raja Ampat sebagai salah satu kabupaten
yang menjadi ojek penelitian memiliki rata-rata pemberian ASI kurang dari 12 bulan
tertinggi, yakni sebesar 67,77 persen. Pemberian ASI eksklusif menurut Badan
Kesehatan Dunia WHO adalah selama 6 bulan efektif bagi bayi. ASI eksklusif adalah
yang paling efektif dalam mencegah kematian anak. ASI eksklusif diberikan kepada
bayi selama 6 bulan tanpa penambahan apapun.
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Gambar 6.15. Persentase Anak Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut
Lama Pemberian ASI dan Kabupaten/Kota di Papua Barat, 2017
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

Konsumsi Rokok

Rokok seakan sudah mendarah daging bagi masyarakat Indonesia. Ketergantungan
akan rokok seakan mampu menggantikan nasi untuk konsumsi makanan seperti
pepatah Jawa “Mangan ora mangan sing penting kumpul”. Biasanya kegiatan
ngumpul/nongkrong pun tak lepas dengan hadirnya si rokok. Padahal telah jelas
peringatan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan akan bahaya rokok. Rokok
bukan hanya berbahaya bagi si perokok aktif saja, melainkan juga bagi orang di
sekitarnya (perokok pasif) yang menghirup asap rokok tersebut. Ancaman yang
ditampilkan pada bungkus rokok pun seakan tak memberikan efek jera bagi para
“pecandu rokok”.
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Teluk Bintuni 81.73
Manokwari Selatan 79.41
Kaimana 78.82
Manokwari 7561
Sorong 75.03
PAPUA BARAT 73.00
Kota Sorong 7251
Sorong Selatan 7213
Fakfak 69.63
Raja Ampat 68.93
Pegunungan Arfak 68.60
Teluk Wondama 59.36
Maybrat 56.15
Tambrauw 48.88

Gambar 6.16. Persentase Rata-rata Jumlah Barang Rokok yang Dihisap per Minggu
oleh Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Merokok Sebulan Terakhir di Papua Barat, 2017
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

Di Provinsi Papua Barat, konsumsi rokok pun tergolong cukup tinggi. Rata-rata jumlah
batang rokok yang dihisap per minggu oleh penduduk 5 tahun ke atas yang merokok
sebulan terakhir di tahun 2017 (data 2018 belum tersedia) mencapai 73 batang
(Gambar 6.16). Jika dirata-ratakan per hari, setidaknya para perokok menghabiskan
7 hingga 8 batang rokok per hari.

Jika ditelisik menurut kabupaten/kota, Teluk Bintuni menjadi yang terbanyak dalam
rata-rata jumlah batang rokok yang dihisap per minggu oleh penduduk 5 tahun ke
atas yang merokok sebulan terakhir sebanyak 87 hingga 88 batang rokok per minggu.
Sementara itu, yang paling sedikit di Kabupaten Tambrauw sebesar 48 hingga 49
batang rokok per minggu. Kabupaten Sorong menjadi terbanyak dalam rata-rata
jumlah batang rokok yang dihisap per minggu oleh penduduk 5 tahun ke atas yang
merokok sebulan terakhir sebanyak 75 batang rokok per minggu, sedangkan yang
tersedikit berada di Kabupaten Raja Ampat dengan 6 hingga 69 batang rokok per
minggunya (Gambar 6.16).

Merokok bukanlah budaya dan bukanlah kebiasaan yang baik, meski tiap orang berhak
untuk memilih apa yang disukainya. Karena hal ini akan berdampak pada keutuhan
kehidupan bermasyarakat secara umum. Hal ini masih menjadi polemik yang tidak
berujung, di satu sisi pemerintah menerima pajak cukai rokok yang cukup besar
bagi APBN, sementara di sisi lain, pemerintah juga berusaha untuk meningkatkan
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dan menjaga kesehatan masyarakatnya dari penyakit yang disebabkan oleh rokok
melalui Kementerian Kesehatan. Tentu perlunya edukasi yang baik dan menyeluruh
dari pemerintah kepada masyarakat tentang bahaya konsumsi rokok, terlebih jika hal
tersebut dilakukan di tempat umum. Bagi perokok aktif pun harus tahu dan sadar
diri bahwa tidak semua orang menyukai menghirup asap rokok, sehingga mampu
memahami kondisi orang lain bukan malah mengesampingkannya demi kesenangan
dan kepuasan pribadi.
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07

ANALISIS KEUNGGULAN DAN
POTENSI EKONOMI REGIONAL

7.1. TIPOLOGI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

Setiap daerah memiliki kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Ada
daerah yang mampu memacu kegiatan ekonominya sehingga dapat tumbuh pesat dan
ada pula daerah yang siklus ekonominya stagnan di satu titik atau bahkan tumbuh
negatif. Untuk dapat membandingkan tingkat kemajuan suatu daerah dengan daerah
lain dalam suatu lingkup referensi yang sama, maka dapat digunakan Tipologi Klassen
sebagai alat analisis.

Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama,
yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah dengan
menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata
pendapatan perkapitan sebagai sumbu horizontal. Daerah yang diamati akan dibagi
menjadi empat klasifikasi yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth
and high share), daerah maju tapi tertekan (high share but low growth), daerah
berkembang cepat (high growth but low share),dan daerah relatif tertinggal (Jow
growth and low share).



KAJIAN BIDANG EKONOMI: @
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat
digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah Provinsi Papua
Barat. Melalui analisis ini akan diperoleh empat klasifikasi melalui pendekatan
wilayah. Kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan
ekonomi dan PDRB perkapita yang berbeda-beda diklasifikasi dengan tipologi klassen
pendekatan wilayah (Syafrizal, 1997). Pada dasarnya, Tipologi Klassen membagi
daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan
pendapatan per kapita daerah.

Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu horizontal dan
PDRB per kapita sebagai sumbu vertikal, daerah yang diamati diklasifikasi menjadi
empat dengan model gambar sebagai berikut (Gambar 7.1).

( Kuadran Il ) - Kuadran | .
Maiju tapi tertekan Maju dan tumbuh pesat
(Retarted region) (Rapid growth region)

yi<yrli>r yl>wvrli>r
- I\ _/

( Kuadran Il \ 4 Kuadran IV \
Terbelakang Maju dan tumbuh pesat
(Underdeveloped region) (Growing region)

yl<y;rl<r yl>y;rl<r
- .\ W,

Keterangan: y1 = PDRB perkapita kabupaten/kota ,
y = pendapatan total perkapita provinsi Papua Barat
r1 = laju pertumbuhan PDRB kabupaten/ kota ,

r = laju pertumbuhan total PDRB provinsi Papua Barat
Gambar 7.1. Klasifikasi Tipologi Klassen

Sjafrizal (1997) dan Kuncoro (1999) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat
analisis Tipologi Klassen maka dapat diperoleh empat karakteristik pertumbuhan
masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sebagai berikut:
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a. Kuadran |: Daerah maju dan tumbuh cepat (Rapid Growth Region)

Daerah maju dan tumbuh cepat (Rapid Growth Region) adalah daerah yang mengalami
laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-
rata seluruh kabupaten/kota di Papua Barat. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut
merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun
kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan merupakan daerah
yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan
secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Karena diperkirakan daerah ini
akan terus berkembang dimasa mendatang.

b. Kuadran Il: Daerah maju tapi tertekan (Retarted Region)

Daerah maju tapi tertekan (Retarted Region) adalah daerah-daerah yang relatif
maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat
tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, walaupun
daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan
pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang
dimiliki pada dasarnya sangat besar.

c. Kuadran Ill: Daerah relatif tertinggal (Relatively backward Region).

Daerah relatif tertinggal (Underdeveloped Region) adalah daerah yang mempunyai
tingkat pertumbuhan dan PDRB perkapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh
kabupaten/kota di Papua Barat. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat
maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal
ini tidak berarti bahwa didaerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang.
Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat
pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara
bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya.

d. Kuadran IV: Daerah berkembang cepat (Growing Region)

Daerah berkembang cepat (Growing Region) pada dasarnya adalah daerah yang
memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik.
Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat
pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah
dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain. Karena itu
dimasa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang dengan pesat
untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.
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Secara lebih jelas mengenai pengklasifikasian kabupaten/kota berdasarkan Tipologi
Klassen dapat dilihat pada Tabel 7.1. Tidak ada Kabupaten/Kota di Provinsi
Papua Barat yang memiliki kriteria dengan pertumbuhan maju dan tumbuh pesat.
Kabupaten Sorong berada di kuadran ke Il yang berarti bahwa memiliki pertumbuhan
ekonomi yang lebih rendah dari Provinsi Papua Barat, tetapi PDRB perkapitanya
lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat. Kabupaten Sorong merupakan daerah yang
termasuk kategori “relatif maju tetapi tertekan” yang dalam beberapa tahun terakhir
laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang
bersangkutan. Karena itu, walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi
di masa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun
potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

Tabel 7.1. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua Barat Tahun 2014.

Kota Sorong yang posisinya berdekatan dengan Kabupaten Sorong berada pada
klasifikasi daerah dengan kriteria “berkembang pesat”. Artinya Kota Sorong memiliki
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat, tetapi PDRB
perkapitanya lebih rendah dari Provinsi Papua Barat. Kota Sorong ini pada dasarnya
merupakan daerah yang memiliki potensi pengembangan yang sangat besar, namun
masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan
ekonominya rendah namun tingkat PDRB perkapitanya, yang mencerminkan tahap
pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif tinggi dibandingkan
dengan daerah-daerah lain. Karena itu dimasa mendatang daerah ini diperkirakan
akan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan
daerah maju.

Kabupaten Raja Ampat termasuk daerah dengan kriteria “tertinggal” atau dengan
kata lain memiliki tingkat pertumbuhan dan PDRB perkapita yang berada dibawah



KAJIAN BIDANG EKONOMI:
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

rata-rata. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Raja Ampat ini masih relatif rendah. Tetapi
hal ini tidak berarti bahwa Kabupaten Raja Ampat tidak akan berkembang di masa
mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah
berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat maka daerah ini
diperkirakan secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya.
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Gambar 7.2. Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Papua Barat Tahun 2014

Tabel 7.2. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di
Provinsi Papua Barat Tahun 2018
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Pada Tabel 7.2 terlihat bahwa tidak ada kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat
yang memiliki kriteria dengan pertumbuhan maju dan tumbuh pesat. Kabupaten
Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat terletak di kuadran ke-2 (maju tapi
tertekan) yang berarti bahwa Kabupaten Manokwari bersama Kota Sorong dan empat
kabupaten/kota lainnya memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Provinsi
Papua Barat, tetapi PDRB perkapitanya lebih rendah dari Provinsi Papua Barat.
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Gambar 7.3. Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di
Papua Barat Tahun 2018

Berdasarkan gambar 7.3 terlihat bahwa untuk posisi Kabupaten Sorong tetap di bagian
Kabupaten dengan kriteria maju tetapi tertekan. Dengan pertumbuhan ekonominya
yang relatif naik dibandingkan tahun 2014, terlihat Kabupaten Sorong perlahan tetapi
pasti akan mempunyai peluang untuk menjadi kabupaten maju dengan pertumbuhan
ekonomi yang pesat.

Yang menarik adalah Kota Sorong, yang mengalami pergerakan yang menurun
pada tahun 2018 dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kota Sorong
justru pertumbuhan ekonominya jauh dibawah Kabupaten Pegunungan Arfak.
Dan mendekati daerah-daerah yang rentan untuk menjadi daerah terbelakang.
Pertumbuhan ekonomi Kota Sorong masih diatas nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi
Papua Barat, akan tetapi posisinya mengkhawatirkan untuk menjadi daerah yang
terbelakang, jika tidak dilakukan inovasi strategi dalam meningkatkan pembangunan
daerah khususnya terkait sumber daya manusianya. Peluang untuk menjadi kota yang
maju dan pertumbuhan yang cepat sangat dimungkinkan oleh Kota Sorong jika ia
memperbaiki struktur ekonomi masyarakatnya.
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Kabupaten Raja Ampat juga posisinya masih tetap di bagian kabupaten dengan
kriteria terbelakang. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, pada tahun 2018 justru
pertumbuhannya semakin menurun. Membuat strategi baru dengan membangun
fasilitas berupa sarana dan prasarana di semua sektor perekonomian, termasuk
dengan memberikan edukasi kepada semua masyarakatnya untuk mengembangkan
potensi lokal daerahnya. Tetapi peluang untuk menjadi kabupaten maju walau dengan
pertumbuhan yang lambat juga sangat memungkinkan, karena beda antara nilai dari
PDRB perkapitanya dengan rata-rata nilai PDRB perkapita Provinsi Papua Barat tidak
terlalu jauh jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang masuk dalam kategori
terbelakang

7.1. TIPOLOGI KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

Tipologi Klassen juga dapat digunakan untuk melihat tipologi daerah berdasarkan
ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan merubah laju pertumbuhan
ekonomi menjadi IPM. Kuncoro (2002) menjelaskan bahwa dengan menggunakan
alat analisis Tipologi Klassen kemudian dapat diperoleh empat karakteristik IPM
masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat sebagai berikut:

Kuadran |: Daerah maju dan tumbuh cepat (Rapid Growth Region)

Daerah maju dan tumbuh cepat (Rapid Growth Region) adalah daerah yang mengalami
laju pertumbuhan PDRB dan IPM yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh kabupaten/
kota di Papua Barat.

Kuadran |I: Daerah maju tapi tertekan (Retarted Region)

Daerah maju tapi tertekan (Retarted Region) adalah daerah-daerah yang relatif maju
tetapi dalam beberapa tahun terakhir IPM-nya lebih rendah dari rata-rata seluruh
kabupaten/kota di Papua Barat.

Kuadran 1lI: Daerah relatif tertinggal (Relatively backward Region).

Daerah relatif tertinggal (Underdeveloped Region) adalah daerah yang mempunyai
tingkat pertumbuhan dan IPM yang berada dibawah rata-rata dari seluruh kabupaten/
kota di Papua Barat.

Kuadran IV: Daerah berkembang cepat (Growing Region)

Daerah berkembang cepat (Growing Region) pada dasarnya adalah daerah yang
memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik.
Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun IPM yang
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telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata seluruh
kabupaten/kota di Papua Barat.

Secara lebih jelas mengenai pengklasifikasian kabupaten/kota berdasarkan Tipologi
Klassen dapat dilihat pada tabel 7.3.

Tabel 7.3. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat berbasis IPM,
Tahun 2014

Kabupaten/kota dengan kriteria Kabupaten/kota dengan kriteria
Maju Tetapi Tertekan: Maju dan Tumbuh Pesat:

- Kota Sorong - Kabupaten Sorong

- Manokwari

- Fakfak

- Kaimana

- Raja Ampat
Kabupaten/kota dengan kriteria Kabupaten/kota dengan kriteria
Tertinggal: Berkembang Pesat:

- Sorong Selatan - Teluk Bintuni

- Manokwari Selatan

- Maybrat

- Teluk Wondama

- Pegunungan Arfak

- Tambrauw

Pada tabel 7.3 terlihat bahwa pada tahun 2014, Kabupaten Manokwari sebagai
ibukota Provinsi Papua Barat terletak di kuadran ke-2 (maju tapi tertekan) bersama-
sama Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat memiliki pertumbuhan ekonomi yang
lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat, tetapi IPM-nya lebih rendah dari Provinsi
Papua Barat. Sedangkan Kabupaten Sorong menjadi satu-satunya kabupaten/kota
yang termasuk dalam kriteria “maju dan tumbuh pesat” (kuadran ke-1), yang berarti
memiliki capaian IPM dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Provinsi
Papua Barat. Sementara Kabupaten Teluk Bintuni menjadi satu-satunya kabupaten/
kota yang termasuk dalam kriteria “berkembang pesat” (kuadran ke-4) yang dicirikan
dengan capaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat
namun masih memiliki capaian IPM yang lebih rendah dari Provinsi Papua Barat
(Gambar 7.4).
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Gambar 7.4. Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Papua Barat Berbasis IPM
Tahun 2014

7.4.TIPOLOGI KABUPATEN/KOTA BERBASIS
IPM TAHUN 2018

Untuk melihat bagaimana perubahan posisi Tipologi Klassen berbasis IPM dari tahun
2014 ke tahun 2018 maka terihat pada pada tabel 7.4 berikut ini.

Tabel 7.4. Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat berbasis
IPM, Tahun 2018

Kabupaten/kota dengan kriteria Kabupaten/kota dengan kriteria =
Maju Tetapi Tertekan: Maju dan Tumbuh Pesat:

- Kota Sorong - Kabupaten Sorong

- Manokwari

- Fakfak

- Kaimana

- Raja Ampat

Kabupaten/kota dengan kriteria Kabupaten/kota dengan kriteria
Tertinggal: Berkembang Pesat:

- Sorong Selatan - Teluk BIntuni

- Manokwari Selatan

- Maybrat

- Teluk Wondama
- Pegunungan Arfak
- Tambrauw
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Berdasarkan gambar 7.4 dan gambar 7.5 terlihat bahwa tidak ada perubahan tipologi
wilayah dari tahun 2014 ke tahun 2018. Posisi Kabupaten Sorong tetap berada di
bagian Kabupaten/Kota dengan kriteria “maju dan tumbuh pesat” dengan ciri-ciri baik
capaian IPM ataupun pertumbuhan ekonominya sama-sama lebih tinggi dari capaian
Provinsi Papua Barat. Sedangkan Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat masih
tetap berada di bagian kabupaten/kota dengan kriteria “maju tetapi tertekan” dengan
ciri-ciri capaian IPM yang lebih tinggi dari Provinsi Papua Barat tapi masih memiliki
nilai pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari Provinsi Papua Barat.
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Gambar 7.5. Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Papua Barat Berbasis IPM,
Tahun 2018

7.5. ANALISIS BASIS SEKTOR PEREKONOMIAN

Salah satu cara untuk melihat sektor-sektor mana yang mempunyai potensi yang
dapat dikembangkan oleh pemerintah daerah adalah dengan menggunakan metode
Location Quotient (LQ). Tarigan (2005) menggunakan Location Quotient (LQ)
sebagai metode untuk melihat sektor basis atau potensial suatu daerah. Metode ini
menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor tertentu di suatu daerah
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dengan kemampuan sektor yang sama pada level daerah diatasnya. Dalam hal
ini, kemampuan sektor tertentu dari kabupaten/kota tertentu dibandingkan dengan
kemampuan sektor yang sama pada Provinsi Papua Barat.

Batas nilai dari Location Quotient (LQ) menurut Tarigan (2014) adalah:

a). LQ > 1, artinya peranan sektor tersebut lebih besar di daerah daripada wilayah
referensi.

b). LQ < 1, artinya peranan sektor tersebut lebih kecil di daerah daripada wilayah
referensi.

¢). LQ = 1, artinya peranan sektor tersebut sama, baik di daerah ataupun dibandingkan
dengan wilayah referensi.

Hal yang sama dilakukan oleh Putra (2011) yang membagi kriteria Location Quotient
(LQ) sebagai berikut:

a). LQ > 1, berarti mengindikasikan dimungkinkannya dilakukan ekspor pada sektor
tersebut (Relative Spezialization in Sector). Ekspor dilakukan karena adanya surplus.

b). LQ < 1, berarti mengindikasikan bahwa sektor tersebut perlu melakukan impor
(Production Deficit in Sector). Impor dilakukan karena sektor tersebut belum mampu
memenuhi kebutuhan daerah tersebut.

c). LQ = 1, berarti produktivitas sektor tersebut berimbang. Artinya hanya cukup
digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu saja sehingga masih
belum layak untuk diekspor (Average Production in Sector).

7.6. ANALISIS BASIS SEKTOR PEREKONOMIAN
KABUPATEN SORONG

Pada tabel 7.5 terlihat bahwa hanya nilai Location Quotient (LQ) Kabupaten Sorong
dari tahun 2014 — 2018 sektor Industri Pengolahan saja yang memiliki nilai rata-rata
Location Quotient (LQ) di atas 1. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sorong
memiliki potensi yang berlebih atau surplus di sektor Industri Pengolahan, sehingga
bisa dilakukan langkah prioritas dari hasil-hasil sektor Industri Pengolahan Kabupaten
Sorong, misalnya ekspor.
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Tabel 7.5. Hasil Penghitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten Sorong Menurut
Sektor, Tahun 2014-2018

) : Rata2 LQ

Kategori | Uraian 2014 - 2018
Pertanian,

A Kehutanan dan 0865751 0,893721 0933003 0942362 0925065  0,911998564
Perikanan
Pertambangan

B _ 0917415 0862114 0864281 0897701 0917914  0,891884896
dan Penggalian
Industri

c 1634392 1697715 170763 1689667 1662551  1,678390964
Pengolahan

D Pengadaan 0422358 0456931 0615653 0,67222 0659132 0565258768
Listrik dan Gas
Pengadaan Air,

E Pengelolaan 0521709 0541642 0603173 0612563 0608767  0,577570815
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

F Konstruksi 0720894 0750237 0815825 (0834411 0850194  0,794312261
Perdagangan
Besar dan

G Eceran; Reparasi 0470753 0482681 0514952 0520281 0504169  0,498567075
Mobil dan
Sepeda Motor

H Transportasi dan - )7003 0219868 0227469 0226238 0218104 0221916281
Pergudangan
Penyediaan
Aomodasidan  0,384069 0357965 0380827 0388129 039054 0372306015
Makan Minum

J Informasi dan o 00148 021366 0224863 0228688 0232453 0221762678
Komunikasi

K Jasa euangan 001001 0408365 0438025 0432926 0416652 0417497757
dan Asuransi

L Real Estate 0279124 0291095 0314409 0322901 0321452  0,305796153

MN Jasa Perusahaan  0,5129 0538207  0,588572  0,609232  0,612836  0,572349342
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Administrasi
Pemerintahan,
0 Pertahanan dan 0,710272  0,728355  0,760162  0,768833  0,751614  0,743847367
Jaminan Sosial
Waijib
P Jasa Pendidikan 0617181  0,641308 0,694415 0,716784  0,706574  0,675252307

Jasa Kesehatan
Q dan Kegiatan 0512326 0530503 0564419  0,581668  0,583521  0,554487388
Sosial

RSTU  Jasalainnya 0263927  0,270321  0,288973  0,293048  0,290461  0,281346217

Sektor industri pengolahan yang mungkin dapat ditingkatkan di Kabupaten Sorong
adalah industri makanan dan minuman; industri tekstil dan pakaian jadi; industri kayu,
barang dari kayu, gabus, dan barang anyaman dari bamu, rotan; industri kimia, farmasi
dan obat tradisional; industri karet, barang dari karet dan plastik; industri barang galian
bukan logam; dan lain sebagainya.

Sedangkan untuk sektor-sektor lainnya, terlihat bahwa nilai rata-rata Location Quotient
(LQ) masih kurang dari 1. Artinya Kabupaten Sorong pada sektor-sektor selain sektor
industri pengolahan masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan di Kabupaten
Sorong sendiri. Kabupaten Sorong masih memerlukan impor barang dan jasa pada
sektor-sektor yang nilai LQ-nya kurang dari 1. Khusus sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan, nilai rata-rata Location Quotient (LQ) terlihat hampir mendekati 1 (0,91).
Hal ini mengindikasikan bahwa antara kebutuhan masyarakat dengan persediaan
barang dan jasanya relatif berimbang. Sehingga sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan ini mungkin bisa lebih dikembangkan lagi, dimana kedepannya sektor ini
diharapkan dapat menjadi sektor unggulan dari Kabupaten Sorong.

Kabupaten Raja Ampat nilai rata-rata Location Quotient (LQ) nya masih lebih
baik dibandingkan dengan Kabupaten Sorong. Hal ini terlihat dari tabel 7.6, yang
menyatakan bahwa nilai rata-rata Location Quotient (LQ) yang lebih dari 1 terdapat
pada tiga sektor. Dapat dikatakan bahwa ketiga sektor ini merupakan sektor unggulan
dari Kabupaten Raja Ampat. Ketiga sektor unggulan tersebut adalah sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Secara rata-rata, nilai rata-rata Location Quotient (LQ) dari tahun 2014 — 2018 pada
sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah sebesar 2,71 (Tabel 7.6). Hal ini
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mengindikasikan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sudah mampu
mencukupi kebutuhan masyarakatnya dan hasilnya dapat diekspor ke kabupatan/
kota atau daerah lainnya. Karena potensi dari sektor sektor pertanian, kehutanan dan
perikanan ini paling besar diantara dua sektor unggulan lainnya. Hal yang mungkin
dapat lebih ditingkatkan lagi adalah subsektor tanaman pangan dan subsektor
hortikultura.

Tabel 7.6. Hasil Penghitungan Location Quotient (LQ) Kabupaten Raja Ampat Menurut Sektor,
Tahun 2014 - 2018

Rata? LQ 2014
-2018

Kategori | Uraian

Pertanian,
A Kehutanan, dan 2,46147 2,62598 2,753545 2889952 2851277  2,716444765
Perikanan

Pertambangan

) 2,084978 1919897 1677722 1335328 1436447 1690874576
dan Penggalian

c Industi 0023816 0026433 0029893 0033086 0,030607  0,028767095
Pengolahan

Pengadaan

. 0,235502  0,27682 0,279505  0,278449  0,28235 0,270525079
Listrik dan Gas

Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

0,130327  0,138013  0,147067  0,158278  0,1616 0,14705691

F Konstruksi 0,668834  0,727579  0,787488 0960619  0,96809 0,822522094

Perdagangan
Besar dan
G Eceran; Reparasi  0,62531 0663449  0,685873  0,73222 0,715264  0,684423019
Mobil dan
Sepeda Motor

Transportasi dan

0,218825 0224444 0227716  0,25568  0,255399  0,236412657
Pergudangan

Penyediaan
Akomodasi dan 0,894278 0930939 0965227  1,028171  1,02963 0,969649228
Makan Minum
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J Informasidan 0197313 0143617 0140182 0146961 0149228  0,143460272
Komunikasi

Jasa Keuangan
dan Asuransi

L Real Estate 0474935 0496819  0,50499 0,552438  0,565289  0,518894252

0313377 0323347 0348854  0,359932  0,362369  0,341575968

MN Jasa Perusahaan  0,196363 0205791 0210436 0221642 0222416  0,211329693

Administrasi
Pemerintahan,
0 Pertahanan dan 1,51369 1,560079  1,580433  1,763699 1793328  1,642245865
Jaminan Sosial
Wajib

P Jasa Pendidikan ~ 0,405063 0415248  0,418457  0,425549  0,432503  0,41936419

Jasa Kesehatan
Q dan Kegiatan 0326776  0,334475  0,326373  0,337537  0,32748 0,330528045
Sosial

RSTU  Jasalainnya 0626965  0,679349  0,726565 0830635 0881232  0,748949114

Berbeda dengan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, maka sektor pertambangan
dan penggalian merupakan sektor unggulan kedua di Kabupaten Raja Ampat.

Analisis Basis Sektor Perekonomian Kota Sorong

Sektor ini, di tahun 2014, nilai rata-rata Location Quotient (LQ) nya mencapai 2,08
dan tahun 2015 — 2017 terus mengalami penurunan, tetapi masih di angka lebih
dari 1. Selanjutnya naik kembali pada tahun 2018. Hal ini mengindikaskan bahwa
sektor ini masih belum kuat untuk menjadi sektor unggulan. Perlunya strategi dalam
meningkatkan sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor unggulan yang
lebih kuat lagi.

Pada tabel 7.7, terlihat hampir semua sektor di Kota Sorong kecuali sektor kategori
Perhatian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian dan sektor
Industri Pengolahan, nilai rata-rata Location Quotient (LQ) nya lebih dari 1.
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Tabel 7.7. Hasil Penghitungan Location Quotient (LQ) Kota Sorong Menurut Sektor,
Tahun 2014-2018

Kate-gori HanZ L
g 2014 - 2018
Pertanian,
A Kehutanan,dan 076915 0730433  0.694847 0679621  0.679303 07106708
Perikanan
B Pertambangan — nespor 0062494 0059681 0061699 006108  0.0617560
dan Penggalian
Industri
C 019219 0188208 (0.193683 0.187494 0.73122  0.1869392
Pengolahan
D Pengadaan 2643745 245038 2329767 219959  2.142391  2.3531746
Listrik dan Gas
Pengadaan Air,
E Pengelolaan 2851052 2520915 240863 2317642 2349202 24894882
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang
F Konstruksi 2110028 2075241 2014392 1941723 1979602  2.024197
Perdagangan
Besar dan
G Eceran; Reparasi 2921025  2.671887 2483556 2421313 2441293 25878147
Mobil dan
Sepeda Motor
H Tansportasidan —, eaons6 2662317 2506077 2482393 2490621 26026886
Pergudangan
Penyediaan
Aomodasidan 257139 2380255 219809 2089377 2163786  2.2805796
Makan Minum
J Informasidan 5 20350 3230188 3080581 2917014 2971209 31184691
Komunikasi
K JasaKeuangan 5 heac1) 970073 2681508 2486332 2551641 27193930
dan Asuransi
L Real Estate 2526062 2308173 2205571  2.135575  2.147824  2.2646407
MN JasaPerusahaan  3.183719 2901537 2711047 2552406 2517043  2.7731503
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Administrasi
Pemerintahan,
0 Pertahanan dan 1.177915  1.117366  1.033323  1.023301  1.032735  1.0769280
Jaminan Sosial
Wajib

P Jasa Pendidikan 2431617 2321182  2.220139  2.144257  2.188097  2.2610584

Jasa Kesehatan

Q dan Kegiatan 2579609 2416297  2.266414  2.1643 2172628  2.3198496
Sosial
RSTU Jasa lainnya 3431034 3163527 2975594  2.833429  2.875979  3.0559124

Hal ini menunjukkan bahwa Kota Sorong produksivitas di sektor tersebut berlebih dan
mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya, sehingga mampu juga menjadi sektor
unggulan yang diekspor ke daerah lain disekitarnya. Sektor-sektor yang nilainya diatas
1 adalah sektor pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah
dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor; transportasi dan pergudangan’; penyedia akomodasi dan makan minum; informasi
dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perumahan; administrasi
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan
dan kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Sektor yang paling tinggi nilai rata-rata Location Quotient (LQ) nya dari Kota Sorong
sepanjang tahun 2014 — 2018 adalah sektor informasi dan komunikasi, yakni sebesar
3,11. Tingginya nilai ini mengindikaskan bahwa sektor informasi dan komunikasi
merupakan sektor unggulan di Kota Sorong, mengingat bahwa Kota Sorong merupakan
kota bisnis di provinsi Papua Barat. Koneksi antar wilayah di Kota sorong pun juga sudah
terjangkau ke seluruh kecamatan dengan adanya provider-provider telekomunikasi. Dan
keuntungan Kota Sorong adalah ia merupakan pintu gerbang menuju kabupaten/kota di
seluruh Provinsi Papua Barat, bahkan ke Provinsi Papua. Hal ini menjadi point penting
yang harus menjadi perhatian utama.

Analisis Shift Share

Analisis shift share umumnya dipakai untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun
pergeseran suatu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian
nasional. Data yang sering dianalisis adalah data yang terkait kegiatan ekonomi
ataupun ketenagakerjaan (Putra, 2011). Sedangkan Tarigan (2005), menyebutkan
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bahwa kegunaan dari analisis shift share untuk membandingkan perbedaan laju
pertumbuhan sektor (industri) di wilayah yang sempit disebut daerah dengan wilayah
yang lebih luas disebut nasional.

Suatu daerah yang memiliki banyak sektor yang tingkat pertumbuhannya lamban
maka sektor tersebut pertumbuhannya secara nasional juga akan lamban. Hal ini
terjadi karena daerah-daerah lain tumbuh lebih cepat (Putra, 2011). Analisis shift
share memiliki tiga komponen (Tarigan, 2005) dan (Putra, 2011) yaitu: (a). National
Share; (b). Proportional Shift; (c). Differential Shift.

National share, digunakan untuk mengetahui pergeseran struktur perekonomian
suatu daerah yang dipengaruhi oleh pergeseran perekonomian wilayah referensi.
Menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi wilayah referensi terhadap
perekonomian daerah. Nilai national share positif di daerah (kabupaten/kota) yang
tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah (kabupaten/kota) yang tumbuh lebih lambat
atau merosot dibandingkan dengan pertumbuhan wilayah referensi.

Proportional shift digunakan untuk mengetahui pertumbuhan nilai tambah bruto
suatu sektor dibandingkan total sektor di wilayah referensi. Menunjukkan perubahan
relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu terhadap sektor yang sama di wilayah
referensi. Pergeseran proporsional (proportional shift) disebut juga pengaruh bauran
industri (industry mix). Pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah
perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat
ketimbang perekonomian yang dijadikan referensi. Komponen ini positif di daerah
(kabupaten/kota) yang berspesialisasi dalam sektor-sektor yang pada wilayah referensi
tumbuh lebih cepat dan negatif di daerah (kabupaten/kota) yang berspesialisasi dalam
sektor-sektor yang pada wilayah referensi tumbuh dengan lambat atau merosot.

Differential shift atau competitive position, digunakan untuk mengetahui perbedaan
pertumbuhan perekonomian satu daerah dengan nilai tambah bruto sektor yang sama
di wilayah referensi. Menunjukkan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya
saing industri daerah dengan perekonomian yang dijadikan referensi. Jika nilainya
positif, maka industri tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan industri
yang sama pada perekonomian yang dijadikan referensi. Jika nilai komponen ini
positif, maka sektor tersebut merupakan sektor yang kompetitif karena mempunyai
keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah, sedangkan daerah yang
secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai nilai negatif dan mengalami
penurunan daya saing.

Menurut Tri Widodo (2006), bentuk umum persamaan dari analisis shift share dan
komponen-komponennya adalah :
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Dij = Nij + Mij + Cij

Nij = Eij X Rn

Mij = Eij (Rin - Rn)

Cij = Eij (Rij - Rin)

Keterangan:

Dij = Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah (kab/kota) dari
pengaruh pertumbuhan wilayah referensi.

Nij = Pengaruh pertumbuhan ekonomi wilayah referensi terhadap
perekonomian di suatu daerah (kab/kota).

Mij = Pergeseran proporsional atau pengaruh bauran industri.

Cij = Pengaruh keunggulan kompetitif suatu sektor tertentu (kab/kota)
dibanding wilayah referensi.

Eij = PDRB (output) sektor i (kab/kota).

Rij = Tingkat pertumbuhan sektor i (kab/kota).

Rin = Tingkat pertumbuhan sektor i (wilayah referensi).

Rn = Tingkat pertumbuhan PDRB (wilayah referensi).

Sektor Pertanian

Tabel 7.8 memperlihatkan bahwa untuk Kabupaten Sorong, sektor pertaniannya
memiliki nilai Location Quotient (LQ) nya kurang dari 1. Artinya sektor pertanian
belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar dari masyarakatnya. Sehingga
membutuhkan share dari daerah lain untuk mencukupi kebutuhan sektor pertaniannya.
Nilai Share Shift Proportional (SSP) bernilai negatif, yang berarti bahwa sektor
pertanian Provinsi Papua Barat sedang mengalami perlambatan. Sebaliknya, nilai
Shift Share Differential (SSD) bernilai negatif, hal ini berarti bahwa sektor pertanian
Kabupaten Sorong mengalami penurunan atau tumbuh melambat dibandingkan
Provinsi Papua Barat.

Kabupaten Raja Ampat relatif lebih baik dibandingkan Kabupaten Sorong dalam hal
pergeseran sektor pertanian. Berdasarkan Tabel 7.8 terlihat bahwa nilai Location
Quotient (LQ) lebih dari 1, artinya terjadi surplus di sektor pertanian. Nilai SSP
negatif, artinya sektor pertanian tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat. Nilai SSD-
nya positif, artinya sektor pertanian merupakan sektor yang kompetitif di Kabupaten
Raja Ampat, karena mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang
melimpah, dan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat .
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Tabel 7.8. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor Pertanian di
Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota LQ SSP SSD
Kabupaten Sorong <1 Negatif Negatif
Kabupaten Raja Ampat >1 Negatif Positif
Kota Sorong <1 Negatif Positif

Kota Sorong, Tabel 7.8 memperlihatkan bahwa nilai Location Quotient (LQ) nya
kurang dari 1, artinya sektor pertanian di Kota Sorong belum mampu mencukupi
kebutuhan masyarakatnya, dan membutuhkan impor barang dari sektor pertanian.
Nilai Share Shift Proportional (SSP) nya negatif, artinya sektor pertaniannya tumbuh
melambat di Provinsi Papua Barat. Nilai Share Shift Dlfferential (SSD) positif, artinya
sektor pertanian Kota Sorong mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya
yang melimpah, dan tumbuh cepat dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat.

Sektor Pertambangan dan Penggalian

Berdasarkan tabel 7.9, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong, sektor pertambangan
dan penggaliannya memiliki nilai Location Quotient (LQ) kurang dari 1, artinya sektor
pertambangan dan penggaliannya masih belum mampu memenuhi kebutuhan
masyarakatnya. Nilai Share Shift Proportional (SSP) ataupun nilai Share Shift
Differential (SSD) nya negatif, artinya sektor pertambangan dan penggaliannya
tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat, dan mengalami penurunan daya saing,
dan untuk Kabupaten Raja Ampat, sektor pertambangan dan penggaliannya memiliki
nilai Location Quotient (LQ) lebih dari 1. Hal ini berarti bahwa sektor pertambangan
dan penggaliannya mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya dan bahkan
berlebih, sehingga bisa melakukan ekspor ke luar kabupaten/kota menuju kabupaten/
kota lainnya. Tetapi untuk nilai Share Shift Proportional (SSP) dan nilai Share Shift
Differential (SSD) nya, nasibnya sama dengan Kabupaten Sorong, yakni bernilai
negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertambangan dan penggaliannya
tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat, dan terjadi penurunan daya saing.
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Tabel 7.9. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor
Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong
Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota LQ SSP SSD
Kabupaten Sorong <1 Negatif Negatif
Kabupaten Raja Ampat >1 Negatif Negatif
Kota Sorong <1 Negatif Positif

Kota Sorong, sektor pertambangan dan penggaliannya memiliki nilai Location
Quotient (LQ) kurang dari 1, artinya sektor pertambangan dan penggaliannya juga
kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan harus mengimpor sektor
pertambangan dan penggalian dari daerah lain supaya kebutuhan masyarakatnya
terpenuhi. Komponen nilai Share Shift Proportional (SSP) bertanda negati, berarti
bahwa sektor pertambangan dan penggaliannya tumbuh melambat di Provinsi Papua
Barat. Sedangkan komponen nilai Share Shift Differential (SSD) nya bertanda positif,
artinya sektor pertambangan dan penggalian Kota Sorong mengalami pertumbuhan
yang cepat dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat.

Sektor Industri Pengolahan

Tabel 7.10 memperlihatkan bahwa untuk Kabupaten Sorong, sektor industri
pengolahannya memiliki nilai Location Quotient (LQ) lebih dari 1, hal ini berarti bahwa
sektor industri pengolahannya sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya
dan mampu mengekspor sektor industri pengolahan ke wilayah lainnya. Sedangkan
komponen dari nilai Share Shift Proportional (SSP) dan nilai Share Shift Differential
(SSD) nya bertanda negatif, artinya bahwa sektor industri pengolahannya tumbuh
melambat di Provinsi Papua Barat, dan mengalami penurunan daya saing.

Kabupaten Raja Ampat ataupun Kota Sorong, sektor industri pengolahannya memiliki
nilai Location Quotient (LQ) kurang dari 1, artinya sektor industri pengolahan
Kabupaten Raja Ampat ataupun Kota Sorong, keduanya kurang mampu menjadi
sektor unggulan karena tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan
masih bergantung dari wilayah lainnya. Sedangkan komponen dari nilai Share Shift
Proportional (SSP) dan nilai Share Shift Differential (SSD) nya dari Kabupaten Raja
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Ampat ataupun Kota Sorong juga bertanda negatif, artinya bahwa sektor industri
pengolahan di kedua kabupaten ini tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat dan
mengalami penurunan daya saing.

Tabel 7.10. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor Konstruksi
di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota LQ SSP SSD

Kabupaten Sorong >1 Negatif Negatif
Kabupaten Raja Ampat <1 Negatif Negatif
Kota Sorong <1 Negatif Negatif

Sektor Konstruksi

Berdasarkan tabel 7.11, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja
Ampat, sektor konstruksinya memiliki nilai Location Quotient (LQ) kurang dari 1, hal
ini berarti bahwa sektor konstruksi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat
belum mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakatnya. Tetapi yang
menarik adalah bahwa komponen dari nilai Share Shift Proportional (SSP) ataupun
nilai Share Shift Differential (SSD) dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja
Ampat keduanya bertanda positif, artinya bahwa sektor konstruksinya tumbuh cepat
di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional memiliki daya saing yang kompetitif.

Sedangkan untuk Kota Sorong, sektor konstruksinya memiliki nilai Location Quotient
(LQ) lebih dari 1, artinya sektor konstruksi Kota Sorong, sudah cukup mampu
memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan mengekspor ke wilayah lainnya. Hal ini
juga didukung oleh komponen dari nilai Share Shift Proportional (SSP) ataupun
nilai Share Shift Differential (SSD) yang juga bertanda positif, yang berarti sektor
konstruksinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional merupakan
sektor unggulan yang memiliki daya saing yang kompetitif.
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Tabel 7.11. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor
Perdagangan di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong
Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota LQ SSP SSD

Kabupaten Sorong <1 Positif Positif
Kabupaten Raja Ampat <1 Positif Positif
Kota Sorong >1 Positif Positif

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

Berdasarkan tabel 7.12, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten
Raja Ampat, sektor perdagangannya memiliki nilai Location Quotient (LQ) kurang
dari 1, hal ini berarti bahwa sektor perdagangan di Kabupaten Sorong dan Kabupaten
Raja Ampat belum mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakatnya dan
masih membutuhkan impor dari wilayah lain. Dan komponen dari nilai Share Shift
Proportional (SSP) dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat keduanya
bertanda positif, artinya bahwa sektor perdagangannya tumbuh cepat di Provinsi
Papua Barat, sedangkan nilai Share Shift Differential (SSD) nya justru bertanda
negatif, artinya secara lokasional ternyata sektor perdagangan di Kabupaten Sorong
dan Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan daya saing.

Tabel 7.12. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor
Perdagangan Besar dan Eceran di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota
Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota LQ SSP SSD
Kabupaten Sorong <1 Positif Negatif
Kabupaten Raja Ampat <1 Positif Negatif
Kota Sorong >1 Positif Positif

Sedangkan untuk Kota Sorong, terlihat bahwa sektor perdagangan ini merupakan
sektor unggulan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Location Quotient (LQ) yang lebih dari 1,
artinya sektor perdagangan Kota Sorong, sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan
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masyarakatnya, dan mampu mengekspor ke wilayah lainnya. Hal ini juga didukung
oleh komponen dari nilai Share Shift Proportional (SSP) ataupun nilai Share Shift
Differential (SSD) yang juga bertanda positif, yang berarti sektor perdagangannya
tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional merupakan sektor
unggulan yang menguntungkan bagi Kota Sorong.

Sektor Transportasi dan Pergudangan

Berdasarkan tabel 7.13, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten
Raja Ampat, sektor transportasinya memiliki nilai Location Quotient (LQ) kurang
dari 1, hal ini berarti bahwa sektor transportasi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten
Raja Ampat belum mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakatnya dan
masih membutuhkan impor dari wilayah lain. Dan komponen dari nilai Share Shift
Proportional (SSP) dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat keduanya
bertanda positif, artinya bahwa sektor transportasinya tumbuh cepat di Provinsi
Papua Barat, sedangkan nilai Share Shift Differential (SSD) nya justru bertanda
negatif, artinya secara lokasional ternyata sektor transportasi di Kabupaten Sorong
dan Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan daya saing.

Tabel 7.13. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor
Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota
Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota LQ SSP SSD
Kabupaten Sorong <1 Positif Negatif
Kabupaten Raja Ampat <1 Positif Negatif
Kota Sorong >1 Positif Positif

Kota Sorong menunjukkan bahwa sektor transportasi ini juga merupakan sektor
unggulan dari Kota Sorong. Hal ini dapat dilihat dari nilai Location Quotient (LQ) yang
lebih dari 1, artinya sektor transportasi Kota Sorong, sudah cukup mampu memenuhi
kebutuhan masyarakatnya, dan mampu mensupply ke wilayah lainnya. Hal ini juga
didukung oleh komponen dari nilai Share Shift Proportional (SSP) ataupun nilai Share
Shift Differential (SSD) yang juga bertanda positif, yang berarti sektor transportasinya
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tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional merupakan sektor
unggulan yang menguntungkan bagi Kota Sorong.

Sektor Akomodasi dan Makan Minum

Berdasarkan tabel 7.14, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja
Ampat, sektor akomodasinya memiliki nilai Location Quotient (LQ) kurang dari 1,
hal ini berarti bahwa sektor akomodasi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja
Ampat belum mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakatnya dan masih
membutuhkan supply dari wilayah lain. Sementara komponen dari nilai Share Shift
Proportional (SSP) dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat keduanya
bertanda positif, artinya bahwa sektor akomodasinya tumbuh cepat di Provinsi Papua
Barat, sedangkan nilai Share Shift Differential (SSD) nya justru bertanda negatif,
artinya secara lokasional ternyata sektor akomodasi dan penyediaan makan minum
di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat mengalami penurunan daya saing.

Tabel 7.14. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor
Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota
Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota LQ SSP SSD

Kabupaten Sorong <1 Positif Negatif
Kabupaten Raja Ampat <1 Positif Negatif
Kota Sorong >1 Positif Negatif

Sedangkan untuk Kota Sorong, terlihat bahwa sektor akomodasi ini sudah mampu
mencukupi kebutuhan dari masyarakat Kota Sorong dan bahkan mampu untuk
mengekspor sektor tersebut ke wilayah lain yang terdekat. Hal ini dapat dilihat
dari nilai Location Quotient (LQ) yang lebih dari 1, artinya sektor akomodasi dan
penyediaan makan minum Kota Sorong, sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan
masyarakatnya, dan mampu mensupply ke wilayah lainnya. Hal ini juga didukung oleh
komponen dari nilai Share Shift Proportional (SSP) yang juga bertanda positif, yang
berarti sektor akomodasinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, namun untuk nilai
Share Shift Differential (SSD) nya ternyata bertanda negatif, artinya secara lokasional
belum bisa menjadi sektor unggulan bagi Kota Sorong.
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Sektor Informasi dan Komunikasi

Berdasarkan tabel 7.15, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten
Raja Ampat, sektor informasi dan komunikasinya memiliki nilai Location Quotient
(LQ) kurang dari 1, hal ini berarti bahwa sektor informasi dan komunikasi di
Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat belum mampu memenuhi secara
penuh kebutuhan masyarakatnya dan masih membutuhkan supply dari wilayah
lain. Sementara komponen dari nilai Share Shift Proportional (SSP) dari Kabupaten
Sorong dan Kabupaten Raja Ampat keduanya bertanda positif, artinya bahwa sektor
informasi dan komunikasinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, sedangkan nilai
Share Shift Differential (SSD) nya bertanda negatif, artinya secara lokasional ternyata
sektor informasi dan komunikasi di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat
mengalami penurunan daya saing.

Tabel 7.15. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor
Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota
Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota LQ SSP SSD
Kabupaten Sorong <1 Positif Negatif
Kabupaten Raja Ampat <1 Positif Negatif
Kota Sorong >1 Positif Positif

Sedangkan untuk Kota Sorong, terlihat bahwa sektor informasi dan komunikasi ini juga
merupakan sektor unggulan dari Kota Sorong. Hal ini dapat dilihat dari nilai Location
Quotient (LQ) yang lebih dari 1, artinya sektor informasi dan komunikasi Kota Sorong,
sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan mampu memasok
ke wilayah lainnya. Hal ini juga didukung oleh komponen dari nilai Share Shift
Proportional (SSP) ataupun nilai Share Shift Differential (SSD) yang juga bertanda
positif, yang berarti sektor informasi dan komunikasinya tumbuh cepat di Provinsi
Papua Barat, dan secara lokasional merupakan sektor unggulan yang menguntungkan
bagi Kota Sorong.

Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Berdasarkan tabel 7.16, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten
Raja Ampat, sektor jasa keuangan dan Asuransinya memiliki nilai Location Quotient
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(LQ) kurang dari 1, hal ini berarti bahwa sektor jasa keuangan dan Asuransinya di
Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat belum mampu memenuhi secara
penuh kebutuhan masyarakatnya dan masih membutuhkan supply dari wilayah lain.
Sementara komponen dari nilai Share Shift Proportional (SSP) dari Kabupaten Sorong
dan Kabupaten Raja Ampat keduanya bertanda positif, artinya bahwa sektor jasa
keuangan dan asuransinya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, sedangkan nilai
Share Shift Differential (SSD) nya bertanda negatif, artinya secara lokasional ternyata
sektor jasa keuangan dan Asuransinya di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja
Ampat mengalami penurunan daya saing.

Tabel 7.16. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor
Jasa Keuangan dan Asuransi di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota
Sorong Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota LQ SSP SSD
Kabupaten Sorong <1 Positif Negatif
Kabupaten Raja Ampat <1 Positif Negatif
Kota Sorong >1 Positif Positif

Sedangkan untuk Kota Sorong, terlihat bahwa sektor jasa keuangan dan asuransi
ini rupanya juga merupakan sektor unggulan dari Kota Sorong. Hal ini dapat dilihat
dari nilai Location Quotient (LQ) yang lebih dari 1, artinya sektor jasa keuangan dan
Asuransi Kota Sorong, sudah cukup mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya,
dan mampu mensupply ke wilayah lainnya. Hal ini juga didukung oleh komponen
dari nilai Share Shift Proportional (SSP) ataupun nilai Share Shift Differential (SSD)
yang juga bertanda positif, yang berarti sektor jasa keuangan dan asuransinya tumbuh
cepat di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional merupakan sektor unggulan yang
menguntungkan bagi Kota Sorong.

Sektor Jasa Lain

Berdasarkan tabel 7.17, terlihat bahwa untuk Kabupaten Sorong dan Kabupaten
Raja Ampat, sektor jasa lainnya memiliki nilai Location Quotient (LQ) kurang dari 1,
hal ini berarti bahwa sektor jasa lainnya di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja
Ampat belum mampu memenuhi secara penuh kebutuhan masyarakatnya dan masih
membutuhkan supply dari wilayah lain. Sementara komponen dari nilai Share Shift
Proportional (SSP) dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat keduanya
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bertanda positif, artinya bahwa sektor jasa lainnya tumbuh cepat di Provinsi Papua
Barat, sedangkan nilai Share Shift Differential (SSD) nya untuk Kabupaten Sorong
bertanda negatif dan untuk Kabupaten Raja Ampat bertanda positif, artinya secara
lokasional ternyata sektor jasa lainnya di Kabupaten Sorong mengalami penurunan
daya saing, sedangkan di Kabupaten Raja Ampat bisa menjadi sektor unggulan yang
cukup kompetitif.

Tabel 7.17. Analisis LQ, Shift Share Proporsional, dan Shift Share Differential Sektor
Jasa Lainnya di Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong Tahun
2014-2018

Kabupaten/Kota LQ SSP SSD
Kabupaten Sorong <1 Positif Negatif
Kabupaten Raja Ampat <1 Positif Positif
Kota Sorong >1 Positif Positif

Sedangkan untuk Kota Sorong, terlihat bahwa sektor jasa lainnya ini rupanya juga
merupakan sektor unggulan dari Kota Sorong. Hal ini dapat dilihat dari nilai Location
Quotient (LQ) yang lebih dari 1, artinya sektor jasa lainnya Kota Sorong, sudah cukup
mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan mampu mensupply ke wilayah
lainnya. Hal ini juga didukung oleh komponen dari nilai Share Shift Proportional
(SSP) ataupun nilai Share Shift Differential (SSD) yang juga bertanda positif, yang
berarti sektor jasa lainnya tumbuh cepat di Provinsi Papua Barat, dan secara lokasional
merupakan sektor unggulan yang menguntungkan bagi Kota Sorong

Analisis Strategi Pembangunan Ekonomi

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan
analisis Tipologi Klassen, Kabupaten Sorong termasuk wilayah yang berada pada
kriteria “maju tetapi agak tertekan”. Hal ini yang membuat Kabupaten Sorong belum
memiliki sektor unggulan. Karena jika dilihat dari kombinasi nilai Location Quotient
(LQ), komponen nilai Share Shift Proportional (SSP) dan nilai Share Shift Differential
(SSD) nya belum ada yang menunjukkan sektor unggulan. Tetapi tidak menutup
kemungkinan beberapa sektor dapat dipersiapkan di masa yang akan datang menjadi
sektor unggulan. Sehingga strategi dari pemerintah daerah Kabupaten Sorong adalah
memperhatikan komponen nilai Location Quotient (LQ), nilai Share Shift Proportional
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(SSP) dan nilai Share Shift Differential (SSD) untuk meningkatkan pembangunan
daerah khususnya pada sektor-sektor yang berpotensi menjadi sektor unggulan.

Untuk nilai Location Quotient (LQ), hanya 1 sektor di Kabupaten Sorong yang nilainya
lebih dari 1, yakni sektor industri pengolahan. Sektor dengan komponen nilai Share
Shift Proportional (SSP) yang bertanda positif ada 12 dari 17 sektor yang ada, sektor
ini merupakan sektor yang perlu ditingkatkan. Sektor-sektor inilah yang seyogyanya
menjadi fokus pemerintah daerah Kabupaten Sorong agar dapat berpindah dan
menuju tipologi wilayah dengan kriteria “pertumbuhan cepat dan maju”.

Berkebalikan dengan komponen nilai Share Shift Proportional (SSP), justru komponen
nilai Share Shift Differential (SSD) Kabupaten Sorong lebih banyak yang bertanda
negatif. Artinya pertumbuhannya di lokasional Kabupaten Sorong masih kurang
kompetitif. Ada 14 dari 17 sektor yang komponen nilai Share Shift Differential
(SSD) nya bertanda negatif sedangkan 3 sektor sisanya bertanda positif yakni sektor
pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan
daur ulang;serta sektor konstruksi, selebihnya perlu membutuhkan tenaga ekstra
dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunannya di dalam Kabupaten Sorong
sendiri. Pemerintah daerah Kabupaten Sorong disini perlu turun tangan dalam
mengatur lewat berbagai kebijakan terkait dengan pembangunan di 14 sektor yang
masih kurang bagus pertumbuhannya secara lokasional, dimana salah satu caranya
adalah dengan cara membuka kesempatan investasi bagi investor luar daerah untuk
bersinergi dalam bidang yang terkait di 14 sektor tersebut.

Berdasarkan analisis Tipologi Klassen, Kabupaten Raja Ampat berpotensi masuk
dalam wilayah dengan kriteria “tertinggal”. Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Raja Ampat berada di bawah rata-rata provinsi dan termasuk
pula dengan pengeluaran perkapitanya yang juga berada di bawah rata-rata provinsi.
Dalam hal nilai Location Quotient (LQ), Kabupaten Raja Ampat memiliki 3 sektor yang
nilai Location Quotient (LQ) nya lebih dari 1, lebih banyak dibandingkan Kabupaten
Sorong yang hanya 1 sektor. Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk ketiga sektor
tersebut, yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan
penggalian, serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial
wajib sudah dapat dikatakan mampu memenuhi dan memasok kebutuhannya sendiri.
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Di sisi lain, Kabupaten Raja Ampat ternyata masih memiliki 5 sektor dengan
komponen nilai Share Shift Proportional (SSP) negatif, yang berarti lima sektor ini
tumbuh lambat di Provinsi Papua Barat. Lima sektor ini adalah sektor pertanian
(termasuk kehutanan, dan perikanan); sektor pertambangan dan penggalian, sektor
industri pengolahan; sektor pengadaan listrik dan gas; serta sektor pengadaan air,
pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Jika dibandingkan dengan Provinsi
Papua Barat, maka Lima sektor ini masih belum mengalami pertumbuhan yang
nyata dalam pembangunannya. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat
dapat lebih memfokuskan pembangunannya pada lima sektor tersebut. Khususnya
pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan sektor pertambangan dan
penggalian, karena kedua sektor ini memiliki nilai Location Quotient (LQ) lebih dari 1.
Dengan strategi memberikan edukasi ke masyarakat nelayan dan petani darat untuk
meningkatkan hasil pertaniannya dengan pengelolaan yang profesional, dan produk
dikemas dengan bagus, sehingga nilai dari sektor pertanian tersebut dapat naik dan
mampu bersaing dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Papua Barat.

Jika diperhatikan dari komponen nilai Share Shift Differential (SSD), terlihat ada
6 dari 17 sektor yang positif, dan 1 dari 6 sektor tersebut diantaranya memiliki
nilai Location Quotient (LQ) lebih dari 1, yakni sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan. Sehingga dengan memfokuskan pembangunannya terhadap satu sektor
ini, maka dapat menjadi modal bagi Kabupaten Raja Ampat menjadi kabupaten
yang pertumbuhan ekonominya tumbuh cepat dan maju dalam sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan, dan hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen
RPJMD Kabupaten Raja Ampat 2016-2021 yang menetapkan sektor perikanan
sebagai salah satu sektor unggulan Kabupaten Raja Ampat.

Kota Sorong, berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen termasuk ke dalam wilayah
dengan tipologi “berkembang pesat”. Meskipun dari sisi pertumbuhan ekonominya
sudah melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat, namun Kota Sorong
masih dihadapkan pada kendala berupa rendahnya pengeluaran perkapita yang berada
di bawah rata-rata Provinsi Papua Barat. Jika dirunut dari 17 sektor pembangunan,
tersapat 3 sektor yang nilai Location Quotient (LQ) nya kurang dari 1, yaitu sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian, serta
sektor industri pengolahan. Pemerintah daerah Kota Sorong diharapkan lebih
memfokuskan pada ketiga sektor tersebut, agar sektor tersebut dapat memenuhi
kebutuhannya sendiri secara penuh. Karena sampai saat ini, ketiga sektor inilah yang
masih tersendat-sendat dan belum mampu berswadaya.
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Kemudian untuk komponen nilai Share Shift Proportional (SSP), rupanya Kota
Sorong masih memiliki 5 sektor yang bertanda negatif, dan tiga dari kelima sektor ini
memiliki nilai Location Quotient (LQ) yang bernilai kurang dari 1. Artinya keberadaan
ketiga sektor ini tumbuh melambat di Provinsi Papua Barat. Ketiga sektor tersebut,
diantaranya adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan
dan penggalian serta sektor industri pengolahan.

Komponen nilai Share Shift Differential (SSD) Kota Sorong masih memiliki 5 sektor
dengan nilai Share Shift Differential (SSD) yang bertanda negatif, yang berarti
secara lokasional, kelima sektor ini belum dapat berkompetitif. Satu dari kelima
sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan, yang memiliki nilai Share Shift
Proportional (SSP) negatif dan nilai Location Quotient (LQ) yang kurang dari 1. SJika
dirunut dari nilai Location Quotient (LQ), nilai Share Shift Proportional (SSP), dan
nilai Share Shift Differential (SSD), maka sektor industri pengolahan menjadi satu-
satunya sektor dengan kinerja yang kurang bagus dengan seluruh komponen nilai
adalah negatif. Dengan demikian, pemerintah daerah Kota Sorong diharapkan lebih
fokus kepada sektor industri pengolahan, agar sektor ini dapat tumbuh dengan cepat,
dan secara lokasional mampu tumbuh secara kompetitif.



KAJIAN BIDANG EKONOMI: @
KAWASAN EKONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

O
08

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini menerangkan tentang isu-isu strategis daerah yang mencakup tentang
kemiskinan, daya saing dan inovasi kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.

TENTANG KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar yang bersifat mendesak dan
memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik,
strategis, dan komprehensif. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi
penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan
tepat sasaran dengan metodologi yang valid dan dapat diperbandingkan antar waktu
dan wilayah.
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Metode penghitungan jumlah penduduk miskin yang digunakan oleh BPS dilakukan
dengan pendekatan benchmark Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) terdiri
dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan
Bukan Makanan (GKBM). Garis Kemiskinan (GK) adalah nilai rupiah yang harus
dikeluarkan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik
itu kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Seseorang dikatakan miskin
bila berada dibawah garis kemiskinan. Pendekatan Garis Kemiskinan Makanan (GKM)
dihitung dengan pendekatan standar kebutuhan hidup minimum 2100 kilokalori yang
didasarkan pada konsumsi makanan, sedangkan Garis Kemiskinan Bukan Makanan
(GKBM) dihitung dengan pendekatan kebutuhan dasar non makanan seperti
perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa.

PERUBAHAN GARIS KEMISKINAN

Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), karena
penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita
per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Selama periode Maret 2018 — September
2018, Garis Kemiskinan (GK) Papua Barat mengalami kenaikan, yakni dari Rp
516.362,- per kapita per bulan menjadi Rp 560.976,- per kapita per bulan atau naik
sebesar 8,64 persen. Sementara selama periode September 2017 — September 2018
(yoy), Garis Kemiskinan (GK) Papua Barat naik sebesar 10,03 persen, yakni dari Rp.
509.861,- per kapita per bulan pada September 2017 menjadi Rp. 560.976,- per
kapita per bulan pada September 2018 (Tabel 8.1 ).

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat
bahwa peranan komoditi makanan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi
bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada bulan
Maret 2018, sumbangan GKM perkotaan terhadap GK sebesar 72,29 persen, hal
yang sama terjadi pada bulan September 2018 peranannya juga relatif sama namun
sedikit mengalami penurunan menjadi 72,23 persen. Sedangkan sumbangan GKM
perdesaan terhadap GK sebesar 80,58 persen pada Maret 2018 naik menjadi 80,68
persen pada September 2018.
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Tabel 8.1. Garis Kemiskinan Provinsi Papua Barat dan Perubahannya menurut
Perkotaan dan Pedesaan, September 2017 — September 2018

Perkotaan

Perdesaan

Total

Sumber : Diolah dari data Susenas September 2017-September 2018

Pada bulan Maret 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM)
terhadap Garis Kemiskinan (GK) untuk daerah perkotaan sebesar 27,71 persen,
sedangkan pada bulan September 2018 meningkat menjadi 27,77 persen. Hal
berbeda terjadi untuk daerah perdesaan, dimana pada bulan Maret 2018 peranannya
sebesar 19,42 persen turun menjadi 19,32 persen pada bulan September 2018
(Tabel 8.2).

Tabel 8.2. Daftar Komoditi Yang Memberikan Sumbangan Besar Terhadap Garis
Kemiskinan Menurut Perkotaan dan Pedesaan, September 2018

Makanan: Makanan:

Bukan Makanan: Bukan Makanan

Swmber : Diolah dari dota Susenos September 2018
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Komoditi makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada
bulan September 2018, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) sebesar 17,68 persen di perkotaan dan 19,84 persen di perdesaan.
Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar
terhadap Garis Kemiskinan Makanan (GKM) di perkotaan diantaranya adalah rokok
kretek filter (11,97 persen), tongkol/tuna/cakalang (3,85 persen), kembung (3,33
persen di perkotaan), roti (3,15 persen), telur ayam ras (3,05 persen), teri (2,63
persen) dan lainnya (gula pasir, bawang merah, tahu, tempe, dan sebagainya) 26,57
persen. Sementara untuk daerah perdesaan, barang-barang kebutuhan pokok lain
yang berpengaruh terhadap Garis Kemiskinan Makanan (GKM) diantaranya adalah
rokok kretek filter (14,69 persen), gula pasir (3,59 persen), daging sapi (3,39
persen), daging ayam ras (3,08 persen), tongkol/tuna/cakalang (2,96 persen), daging
babi (2,68) dan lainnya (telur ayam ras, mie instan, bawang merah, dan sebagainya)
30,45 persen.

Komoditi bukan makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah
pengeluaran perumahan. Pada bulan September 2018, sumbangan pengeluaran
perumahan terhadap Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) sebesar 10,78
persen di perkotaan dan 8,23 persen di perdesaan. Selain perumahan, barang-
barang kebutuhan non makanan lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis
Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) di perkotaan diantaranya adalah angkutan
(3,46 persen), listrik (2,83 persen), pendidikan (1,78 persen), minyak tanah (1,26)
dan lainnya (bensin, perlengkapan mandi, pakaian jadi, dan sebagainya) 7,66 persen.
Sedangkan untuk daerah perdesaan, barang-barang kebutuhan non makanan lain yang
berpengaruh terhadap Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) diantaranya adalah
bensin (2,85 persen), listrik (1,66), minyak tanah (0,94 persen), angkutan (0,83
persen) dan lainnya (perlengkapan mandi, sabun cuci, kayu bakar, dan sebagainya)
4,81 persen.

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN

Secara nilai absolut, penduduk miskin Provinsi Papua Barat pada September 2018
berjumlah 213,67 ribu jiwa, menurun sebanyak 0,8 ribu jiwa jika dibandingkan
kondisi Maret 2018 yang berjumlah 214,47 ribu jiwa. Sedangkan secara persentase,
penduduk miskin Provinsi Papua Barat pada September 2018 mencapai 22,66
persen, turun sebesar 0,35 poin dibandingkan Maret 2018 yang mencapai 23,01
persen. Jika dibandingkan dengan kondisi pada Bulan September 2017, terjadi
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peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,46 poin. Selama periode Maret
2018 — September 2018, penduduk miskin Provinsi Papua Barat di daerah perkotaan
mengalami kenaikan 1,92 ribu jiwa, sedangkan di daerah perdesaan mengalami
penurunan sebesar 2,72 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di perkotaan
meningkat tipis sebesar 0,47 poin, sedangkan di perdesaan turun sebesar 1,02 poin
(Tabel 8.3).

Tabel 8.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Papua Barat Menurut
Perkotaan dan Pedesaan, Maret 2018 — September 2018

il Jumlah Penduduk Miskin (000) Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan  Perdesaan Total Perkotaan Perdesaan Total
(1) (2) 3 (a) (5) (6) U]
Maret 2018 ilfek] 195,14 21447 5,10 35,31 23,01
September 2018 21,25 192,42 213,67 5,57 34,29 22,66

Sumber : Diolah dori Dato Susenas Maret 2018 dan September 2018

KEDALAMAN KEMISKINAN DAN KEPARAHAN

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk
miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan
dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin,
kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman
(ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap
garis kemiskinan) dan tingkat keparahan (ukuran ketimpangan pengeluaran di antara
penduduk miskin) dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2018 — September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan yang naik.
Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan 0,21 poin yaitu dari 6,29 persen
pada Maret 2018 menjadi 6,50 persen pada September 2018. Sedangkan untuk
Indeks Keparahan Kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin yaitu dari
2,37 persen pada Maret 2018 menjadi 2,38 persen pada September 2018 (Gambar
8.1). Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin
cenderung makin menjauhi garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran antar
penduduk miskin semakin bertambah dibanding periode sebelumnya.
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Gambar 8.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) Provinsi Papua Barat, Maret 2009 — September 2018
Sumber: diolah dari data susenas Maret 2009 - September 2018

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di
daerah perdesaan jauh lebih tinggi daripada daerah perkotaan. Pada bulan September
2018, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Papua Barat untuk perkotaan
mencapai 0,89 persen sementara di daerah perdesaan mencapai 11,81 persen.
Sementara nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Papua Barat untuk
perkotaan mencapai 0,18 persen, sementara daerah perdesaan mencapai 3,88
persen (Tabel 8.4). Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan dan ketimpangan
kemiskinan di daerah perkotaan jauh lebih baik daripada perdesaan.

Tabel 8.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) Provinsi Papua Barat Menurut Perkotaan dan Pedesaan,
September 2017 — September 2018

(1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Keparahan Kemiskinan (P3)

Sumber : Diolah dari data Susenas Sept:

ber 2017-5
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Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan mencakup dua sasaran. Pertama,
mengurangi beban rumah tangga miskin untuk kebutuhan dasar dan meningkatkan
pendapatannya. Pengurangan beban rumah tangga miskin antara lain melalui
program raskin, asuransi kesehatan penerima bantuan iuran (PBI-BPJS), bantuan
siswa miskin, program keluarga harapan. Pemberian kredit untuk usaha merupakan
bagian dari upaya peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Pembagian Beras Miskin

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum
Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016, beras miskin
adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh
pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok
dalam bentuk beras. Secara nasional, sasaran program Raskin Tahun 2016 adalah
berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 rumah tangga sasaran (RTS) dalam
mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan
alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

Gambar 8.2 memperlihatkan persentase rumah tangga yang membeli/menerima
beras murah/raskin selama 3 bulan terakhir menurut kabupaten/kota, di Provinsi
Papua Barat Tahun 2018. Pada tahun 2018, persentase rumah tangga yang
membeli/menerima beras murah/miskin selama 3 bulan terakhir sbesar 32,48
persen. Pembelian/penerimaan beras murah/miskin ini tergolong rendah dibanding
target yang harus terpenuhi 100 persen. Kabupaten Sorong menjadi yang tertinggi
untuk membeli/menerima beras murah/miskin ini dengan 73,70 persen. Di sisi yang
lain, Kabupaten Teluk Bintuni menjadi yang terendah hanya dengan 11,36 persen.
Rendahnya pembelian/penerimaan beras murah/miskin di wilayah Papua Barat
dapat disebabkan oleh keterlambatan distribusi beras akibat kesulitan akses secara
geografis.
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Gambar 8.2. Persentase Rumah Tangga yang Membeli/Menerima Beras Murah/Miskin
Selama 3 Bulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, Maret 2018
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS
Provinsi Papua Barat

Masalah lain dari penyaluran beras miskin adalah terkait waktu penyalurannya.
Hingga saat ini, penyaluran beras miskin masih bersifat “rapel” dalam arti jatah beras
miskin beberapa bulan diterima sekaligus pada bulan tertentu. Ada rumah tangga
yang membeli beras miskin kurang dari 15 kg untuk satu bulan, ada juga rumah
tangga yang membeli beras miskin lebih dari 15 kg untuk satu bulan. Akibatnya, ada
bulan-bulan tertentu yang tidak menerima beras miskin sama sekali. Selain itu, rumah
tangga lain membeli beras miskin kurang dari 15 kg karena tidak mempunyai cukup
uang dan ada juga yang membeli beras miskin seperlunya.

BANTUAN SISWA MISKIN

Selain program beras miskin, program bantuan sisa miskin atau BSM juga merupakan
bagian dari penanggulangan kemiskinan melalui program perlindungan sosial. BSM
mencakup 34 provinsi. BSM digulirkan mengingat angka drop out masyarakat miskin
baik antar jenjang kelas maupun antar jenjang pendidikan sangat tinggi. Karena itu,
sasaran penerima BSM adalah anak sekolah dari rumah tangga pada kelompok 25
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% pengeluaran terendah. Cakupan tersebut meliputi 17.927.308 orang anak sekolah
pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. Besaran bantuan yang akan diberikan
untuk tahun ajaran 2017/2018 bagi tingkat SD/MI sebesar Rp 450.000/semester,
SMP/MTs Rp 750.000/semester dan SMA/SMK/MA Rp 1.000.000/semester.

Tujuan PIP adalah untuk membantu anak usia sekolah dari keluarga miskin melanjutkan
sekolah sampai lulus dari jenjang pendidikan menengah, serta membantu anak-anak
yang putus sekolah kembali bersekolah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bersama
Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Nomor 07/D/BP/2016, serta
Nomor 02/MPK.C/PM/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
tahun 2016.

Sorong 31.61

PAPUA BARAT 13.59

Fakfak

Kaimana 13.33

Kota Sorong 13.20

Manokwari 10.00
Sorong Selatan
Teluk Wondama
Tambrauw
Maybrat

Pegunungan Arfak l

Gambar 8.3. Persentase Rumah Tangga yang Menerima Program Indonesia Pintar
(PIP) Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat, 2018
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat 2018, BPS

Provinsi Papua Barat

Sepanjang periode Agustus 2016 hingga Maret 2018, persentase rumah tangga yang
menerima PIP di Papua Barat sebesar 13,08 persen. Persentase tertinggi terdapat
di Kabupaten Sorong sebesar 27,09 persen, sementara yang terendah di Kabupaten
Tambrauw hanya sebesar 3,76 persen (Gambar 8.3). Rendahnya penerimaan PIP
di kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat bisa saja terjadi karena keterlamabatan
distribusi penyaluran PIP maupun sistem “rapel” yang acapkali dilakukan.
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PENUTUP

Indikator Pertumbuhan Ekonomi. Tidak terpenuhinya target daerah untuk indikator
Pertumbuhan Ekonomi dikarenakan belum ada upaya maksimal yang dilakukan
oleh daerah untuk mendorong sektor industri pengolahan berbasis pertanian sesuai
dengan konteks lokal, guna mendukung sektor industri pengolahan yang selama ini
mendominasi distribusi PDRB Papua Barat. Sinergitas RPJMD wilayah KEK terhadap
RPJMD Provinsi Papua Barat dan RPJMN belum nampak kecuali kabupaten Raja
Ampat.

Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Capaian TPT Papua Barat belum
memenuhi target Daerah dikarenakan terjadi pergeseran struktur lapangan pekerjaan
(dari Pertanian menuju Sektor Industri dan Jasa) di Papua Barat, namun tidak diikuti
dengan ketrampilan yang dimiliki oleh para pencari kerja. Sinergitas RPJMD wilayah
KEK terhadap RPJMD Provinsi Papua Barat dan RPJMN belum nampak kecuali
kabupaten Raja Ampat.
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Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin. Masih tingginya angka
persentase penduduk miskin di Papua Barat sehingga belum memenuhi target Daerah
dan Nasional dikarenakan proses pemberdayaan masyarakat (kelompok miskin) yang
dilakukan selama ini kurang memperhatikan penguatan peran masyarakat, dan
memberikan peluang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mencari solusi dan
mengatasi persoalan-persoalan mereka dengan caranya mereka. Sinergitas RPJMD
wilayah KEK terhadap RPJMD Provinsi Papua Barat dan RPJMN belum nampak pada
kabupaten Sorong.

Indikator Indeks Gini. Capaian indeks Gini Papua Barat belum memenuhi target
Nasional dan Daerah dikarenakan rendahnya produktivitas tenaga kerja lokal, yang
kemudian secara langsung akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar
masyarakat di Papua Barat. Sinergitas RPJMD wilayah KEK terhadap RPJMD Provinsi
Papua Barat dan RPJMN belum nampak.

Sampai dengan Tahun 2018, Indeks Pendidikan dalam IPM yang menggambarkan
tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh Penduduk di Papua Barat
terus mengalami peningkatan dari 0.57 (Tahun 2015) point menjadi 0.59 point di
Tahun 2018. Selain itu, capaian indikator Rata-rata Angka Melek Huruf penduduk
usia 15 tahun keatas di Papua Barat hanya memenuhi target Daerah, namun tidak
memenuhi target Nasional. Keadaan ini dikarenakan tingginya persentase penduduk
miskin utamanya rumah tangga-rumah tangga di wilayah per kampung dan wilayah
terpencil di Papua Barat. Keadaan tersebut menyebabkan rumah tangga miskin
memiliki akses yang sangat terbatas untuk menjangkau hasil pembangunan dalam
dunia pendidikan. Sinergitas RPJMD wilayah KEK terhadap RPJMD Provinsi Papua
Barat dan RPJMN belum nampak.

Semua indikator kesehatan, tingkat capaiannya belum memenuhi target Nasional
(belum ada target Daerah dalam RPJMD dan RKPD Provinsi Papua Barat). Keadaan
ini dikarenakan, (1) Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan pelayanan
kesehatan bayi yang baru lahir. Keadaan tersebut menyebabkan tingkat kematian
bayi dan ibu melahirkan cukup tinggi di Papua Barat. Selain itu, kondisi kesehatan
lingkungan sangat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di Papua Barat,
terutama pemahaman terhadap perilaku hidup bersih dan sehat; dan (2) Keterbatasan
aksesibilitas dan kualitas kesehatan. Pelayanan kesehatan dasar di Papua Barat masih
belum mencapai standar pelayanan minimal (SPM), prasarana pelayanan kesehatan
dasar belum dapat diakses sepenuhnya oleh masyarakat terutama penduduk miskin,
dan tenaga kesehatan belum merata terutama di perdesaan, utamanya tenaga
kesehatan spesialis.
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Terdapat tiga indikator dalam aspek Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata yang
tingkat pencapaiannya memenuhi target Nasional, namun belum dapat memenuhi
target Daerah. Kemudian kontribusi Sektro Hotel dan Restoran terhadap pembentukan
PDRB Papua Barat masih sangat rendah, tingkat realisasi PMA belum mencapai
target Nasonal, realisasi PMDN selama empat tahun terakhir mengalami fluktuatif.
Belum memenuhinya target capaian untuk beberapa indikator disebutkan diatas
dikarenakan, (1) industri pariwisata belum tumbuh dan berkembang dengan baik
di Papua Barat; dan (2) dominannya kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap
PDRB Papua Barat, menyebabkan ketergantungan terhadap lapangan usaha cukup
tinggi.

Meskipun rasio elektrifikasi Papua Barat hingga Tahun 2018, capaiannya telah
memenuhi target Nasional dalam RKP Nasional Tahun 2018, namun upaya ini masih
belum cukup dan harus diperluas, karena masih terdapat 21.483 rumah tangga di
daerah terpencil di Papua Barat yang belum memperoleh akses penerangan (listrik)
yang tersebar pada 1.724 kampung di Papua Barat. Belum maksimalnya pelayanan
melalui sumber penerangan utama (listrik) kepada rumah tangga di Papua Barat
dikarenakan, (1) permasalahan alses, keterbatasan aksesibilitas untuk menjangkau
daerah-daerah perpencil dan terisolasi di Papua Barat menjadi kendala pihak PLN
wilayah Papua Barat untuk mendistribusikan penggunaan listrik secara merata di
Papua Barat; dan (2) daya beli masyarakat yang relatif rendah, utamanya kelompok
masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah sehingga tidak mampu membayar
listrik, meskipun jaringan listrik sudah terpasang.

Isu strategis pembangunan wilayah yaitu digambarkan melalui tingkat kesenjangan
ekonomi dalam wilayah dan antarkota/antarkabupaten di Provinsi Papua Barat
yang ditunjukan dengan nilai Gini Rasio dan Indeks Wiliamson dari tahun 2015 s.d
2018 cukup tinggi dan berada di atas rata-rata Nasional. Penyebab kesenjangan
ekonomi dan sosial di Provinsi Papua Barat antara lain jarak kualitas pelayanan
kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi yang terbatas. Kesenjangan
dalam perekonomian menimbulkan disparitas terutama melonjaknya harga barang
kebutuhan pokok.
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